KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

Kepada yang terhormat,

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
2. Para Auditor.
di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat

SURAT EDARAN
Nomor: 08 / SE/1J/2017

TENTANG

PEDOMAN KENDALI MUTU AUDIT DI INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

A. Umum

Dalam rangka menindaklanjuti Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia
Paragraf 3040 mengenai Penetapan Kebijakan dan Prosedur, disebutkan bahwa
Pimpinan APIP harus menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan kegiatan
audit intern. Tujuan dari ditetapkannya kebijakan dan prosedur tersebut adalah untuk
memastikan bahwa pengelolaan APIP serta pelaksanaan kegiatan audit intern dapat

dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan Pimpinan APIP meliputi kebijakan dan
prosedur mengenai pengelolaan kantor dan pelaksanaan kegiatan audit intern. Selain
itu kebijakan dan prosedur yang sedang berjalan, harus direviu terus menerus untuk
memastikan keefektifannya. Kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam kebijakan

dan prosedur, termasuk penerapannya, senantiasa harus dikurangi dan dihilangkan.

Berdasarkan hasil reviu atas penerapan Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor:
06/SE/M/2017 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit di Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat beberapa hal yang
perlu dilakukan penyesuaian.

IS0 9001:2008

Trnregrirtaski: [, Kebanggaarik

Certification




Dasar Pembentukan

1.

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;

Keputusan Presiden Nomor 42/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2007 tentang Pedoman
Umum Pemeriksaan dalam rangka Pengawasan Fungsional di Lingkungan
Departemen Pekerjaan Umum; '

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2008 tentang Pedoman
Pemeriksaan menyeluruh di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
07/SE/M/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam
Negeri di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia tanggal 30 Desember 2013.

Maksud dan Tujuan

1.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan audit di
Inspektorat Jenderal.

Surat Edaran ini bertujuan untuk mengatur agar pelaksanaan audit berjalan
dengan ekonomis, efektif, efisien dan tertib.

Ruang Lingkup

Lingkup pengaturan dalam Surat Edaran ini mencakup :

1.
2.
3.

Perencanaan/persiapan pelaksanaan audit;
Pelaksanaan audit rinci; dan
Penyelesaian pekerjaan/pelaporan



=

F

Pedoman Pelaksanaan Audit

Ketentuan lebih rinci mengenai Pedoman Kendali Mutu Audit di Inspektorat
Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Penutup

Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Inspektur Jenderal
Nomor: 06/SE/IJ/2017 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit di Inspektorat Jenderal

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.
Demikian, atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Agustus 2017

/8195804 171984031002

v




FORMULIR 01
SURAT TUGAS

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
i' INSPEKTORAT JENDERAL

‘ Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

SURAT TUGAS
NOMOR : /SPT!.....I....IPPK. ....... 12017

Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menugasi:

1.
2.
3.
4,
5.
Untuk melakukan ....... pada:
Objek .......... . Satker ............
Dengan Titik Berat T e
Berdasarkan : 1. S8urat ...........
2. Nota Dinas .........
Alokasi Waktu : a. Persiapan . 4 (empat) hari kerja di Jakarta
b. Pelaksanaan . ...... (......) hari kalender di ... ,
dilaksanakan setelah Penyusunan Program
Kerja ........... selesai dan disetujui oleh
Supervisi dan Ses.itjen.
c. Pelaporan . 11 (sebelas) hari kerja di Jakarta
Mulai tanggal* Do 2017
Selesai tanggal D e
Transportasi T e
Pembebanan . DIPA Satker Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR
Anggaran TA.2017
(Output : ............... , MAK ............ )

Perintah Tugas agar segera dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan laporan
disampaikan setelah pelaksanaan tugas selesai.
Ket : *) sejak pelaksanaan,khusus untuk tugas diluar kantor harus didukung SPD

Dikeluarkan di Jakarta, tanggal ...... 2017

Tembusan, Yth.:




FORMULIR 02
Surat Pengantar Penugasan Audit

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

Nomor : Jakarta, ............ 20......
Sifat et r e reanaaans

Lampiran ..o,
Perihal

Kepada Yth.

......................

................

Berdasarkan ..........ccccccceeeerernniininienninnnen , dengan ini kami menugaskan ................. untuk
melakukan audit ............... atas kegiatan seperti yang tercantum pada pokok surat pada
unit yang Saudara pimpin, sebagaimana surat tugas terlampir.

Kami harapkan bantuan dan kerjasama Saudara dan seluruh staf agar kegiatan audit
tersebut berjalan dengan lancar.

Inspektur Jenderal,

Tembusan:

PETUNJUK PENGISIAN:

. Kolom nomor diisi dengan nomor urut surat tugas

Kolom lampiran diisi dengan jumlah lampiran dalam surat tugas

Kolom perihal diisi dengan penugasan audit yang akan dilaksanakan
Kolom berdasarkan diisi dengan dasar pembuatan surat tugas tersebut
Kolom menugaskan diisi dengan tim audit dimaksudkan

Kolom susunan tim auditor diisi dengan tim yang akan mengaudit
Kolom pimpinan APIP diisi dengan nama dan tanda tangan dari pimpinan (yang
menugaskan).

Kolom diisi dengan kepada siapa surat tersebut juga ditujukan.
Tembusan disampaikan ke Atasan Langsung dan Atasan Auditi

~5 @mpooUTe




FORMULIR 03
Kartu Penugasan

KARTU PENUGASAN
Nomor: .....ccoeevneneee.

aswN

Nama Auditi

No File Permanen : (diisi oleh TU Inspektorat)

Nomor Rencana Audit : (nomor urut dalam PKPT)
Tahun terakhir diaudit

apow

Alamat dan Nomor Telepon Auditi e e e e e ne e
Tingkat Risiko Auditi : (tinggi/sedang/rendah)
Tujuan Audit e e e srene
a. Nama Pengendali Teknis
b. Nama Ketua Tim Audit
c. Nama Anggota Tim Audit 1) .

2) ..
3) ..dst
a. Audit Dilakukan dengan Surat Tugas No.

b. Audit Direncanakan Mulai Tanggal dan Selesai
Tanggal

Biaya dibebankan pada
Catatan Penting dari Pengendali Teknis

Menyetujui:
Pengendali Mutu*/Pengendali Teknis, Ketua Tim

Keterangan :
*Dalam hal tidak ada Pengendali teknis maka Pengendali Mutu menandatangani Kartu Penugasan




FORMULIR 04
ALOKASI ANGGARAN WAKTU AUDIT

ALOKASI ANGGARAN WAKTU AUDIT

NAMA AUDITI
PERIODE AUDIT
Nama dan Alokasi Waktu (hari)
. . . Pengendali .
NO Jenis pekerjaan yang dilaksanakan Teknis Ketua Tim | Anggota1 | Anggota2 | Anggota3
B [ ) [ ) [ ) [T [ )
1 2 3 4 5 6 7

PEKERJAAN PERSIAPAN AUDIT

Koordinasi dengan Auditi

Survey pendahuluan (pengendalian internal, data permanen)

W IN| -

Penyusunan Program Kerja Audit

PELAKSANAAN AUDIT

Entry Meeting

Pengumpulan data/dokumen

Pengujian dan evaluasi pengendalian manajemen/Evaluasi SPM

Penguijian dan evaluasi aspek administrasi umum

Pengujian terhadap aspek keuangan

Pengujian terhadap aspek program

Pengujian terhadap aspek operasional (7 key issue)

Pemeriksaan fisik pekerjaan

Ojlo|~N|Hm® | OB ]|WIN| =

Penyusunan daftar temuan

-
o

Pengembangan temuan

-—
-—

Komunikasi temuan

-
N

Penyusunan Berita Audit

-
w

Pembahasan Berita Audit




Nama dan Alokasi Waktu (hari)

NO Jenis pekerjaan yang dilaksanakan Pe_?g::i:ali Ketua Tim Anggota1 | Anggota2 | Anggota 3
| TR ) (cevesneess ) | (TP ) (coenmnnree ) (coevesnnes )
1 2 3 4 5 6 7
14 | Penyusunan Berita Acara Pembahasan Berita Audit
Il | Penyelesaian Pekerjaan
Penelitian kelengkapan KKA
2 | Pembahasan Ketua Tim, Pengendali Teknis, Manajer Audit.

Penyusunan Laporan Hasil Audit

Total Waktu (hari)

Disetujui, tanggal
Pengendali Mutu,

Direviu, tanggal
Pengendali Teknis,

Disusun,tanggal

Ketua Tim




FORMULIR 05
PROGRAM KERJA SURVEY PENDAHULUAN

NAMA AUDITI
PERIODE AUDIT

Nama

Anggaran

Realisasi

No. Tujuan Audit Langkah-Langkah Auditor Waktu Waktu No. KKA
1 2 3 4 5 6 7
Tujuan 1: Dapatkan
Mendapatkan gambaran umum 1. Tujuan dan Sasaran auditi Surat

mengenai kegiatan auditi.

Keputusan terkait Satuan Kerja, DIPA,
POK.

2. Buat resume gambaran umum auditi.

Tujuan 2:

Mendapatkan gambaran umum
sistem pengendalian

Dapatkan
1. LHA tahun sebelumnya
2. Buat resume hal — hal penting terkait

Manajemenauditi pengendalian manajemen auditi
3. Buat Kesimpulan
Tujuan 3: Dapatkan

Mendapatkan sampel terpilih untuk
audit rinci

1. Inventarisasi kegiatan auditi (Kontrak,
Swakelola, Pengadaan Barang)

2. Urutan prioritas  kegiatan
penilaian risiko (Form 06 A s.d G)

3. Sampel terpilih kegiatan yang akan
diaudit dari hasil butir 3 (disesuaikan

melalui

kemampuan tim dan waktu yang
tersedia)
4. Buat kesimpulan hasil survey

pendahuluan
5. Susun PKA Audit Rinci

Disetujui, tanggal
Pengendali Mutu,

Direviu, tanggal
Pengendali Teknis,

Disusun,tanggal
Ketua Tim




FORMULIR 06 A

DAFTAR PAKET YANG AKAN DIAUDIT

PENGUMPULAN DOKUMEN AWAL

Auditi

Periode Audit

Disusun oleh

Tanggal dan Paraf
Direviu oleh KT

Tanggal dan Paraf
Direviu oleh PT

Tanggal dan Paraf

X

NO

JENIS DATA

STATUS

LENGKAP

ADA/
LENGKAP
ADAITIDAK

SUMBER

KETERANGAN

w
H

o | TIDAK ADA

DATA ITJEN

LHP ITJEN TERAKHIR

TU INSPEKTORAT

LHP LITWAL//RIKSUS

TU INSPEKTORAT

TINDAK LANJUT LHP ITJEN

BAGIAN EVLAP

HlWIN| =

Surat Pengaduan dan Sanggah

DATA UMUM SATKER

-

DIPA/REVISI dan RKAKL

POK (Petunjuk Operasional) dan
Revisinya

SK Pejabat Inti Satker

CV Pejabat Inti Satker

SK Panitia Pokja / Pejabat Pengadaan

SK Panitia Peneliti Kontrak

SK Tim Swakelola

SK Panitia PHO

© ([N [W]| N

SK. Direksi/Pengawas (Utk
Konstruksi/Konsultan)

-
o

Data umum pegawai

-—
-

Daftar Paket Kegiatan Per PPK ((E-
MONITORING)

3

-
N

Peta sebaran lokasi kegiatan

o]

Laporan Sistim Akuntansi Instansi
(SAK + SIMAK BMN)

-

Lap. Keuangan (LRA, Neraca, LO, LPE,
CALK) dan SIMAK BMN

Arsip Data Komputer (ADK)

Laporan Persediaan

HlWN

SK KDO




FORMULIR 06 B

DATA PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI

Auditi : Disusun oleh L ———
Tanggal dan
Paraf L ——————
Periode
Audit : Direviu oleh KT e
Tanggal dan
Paraf L e

Direviu oleh PT L e
Tanggal dan
Paraf L s

Nama Penyedia Jasa Progress Fisik dan

Waktu Keuangan Jarak Lokasi
Nomor/Tanggal Tgl R . .
No PPK / Paket Kontrakdan | M-8 o P(f,':f,s Mulai "l | Realisasi(%) | KQoigen daf Fusat
Kontraktor | Konsultan | Amandemennya kalender) (SPMK) (Km)
Fisik | Keu | Fisik | Keu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A | Paket Konstruksi

B Paket Konsultansi

A | Paket Konstruksi

B | Paket Konsultansi




FORMULIR 06 C

DATA PAKET PENGADAAN BARANG

Auditi Disusunoleh @ ...
Tanggaldan Paraf : ...
Periode Audit Direviuoleh KT  : ...
Tanggal dan Paraf : ...
Direviuoleh PT @ ...,
Tanggaldan Paraf : ...
DIKERJAKAN Waktu Progress Fisik dan Keuangan
No PPK / Paket SENDIRI PENYEDIA SPK NILAI KONTRAK "(‘:::‘ Rencana (%) Realisasi (%)
JASA kalender) Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. | PPK .iiceciicenees
Il. | PPK.....cuuueee




FORMULIR 06 D

DATA PAKET PEKERJAAN SWAKELOLA

Auditi Disusunoleh
Tanggaldan Paraf : ...
Periode Audit Direviuoleh KT @ ...,
Tanggal dan Paraf : ...
Direviuoleh PT ...
Tanggaldan Paraf : ...
DIKERJAKAN Progress Fisik dan Keuangan Jarak Lokasi

NILA! Waktu Pelaks Tgl Mulai Rencana (%) Realisasi (%) Kegiatan dari

No PPK / Paket SENDIRI PENYEDIA SPK KONTRAK (hari kalender) (SPMK) Pusat Ibu Kota

JASA Fisik Keu Fisik Keu Provinsi (Km)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PPK




FORMULIR 06 E

KRITERIA PEMILIHAN PAKET PEKERJAAN

NO. | KATEGORI B‘Z}:“ ':g' FAKTOR RISIKO | Bobot% | KRITERIA NILAI
A n
Urutan paket tertinggi (1 s.d 3) 4
Urutan paket tertinggi (4 s.d 6) 3
| Anggaran 20% 1 Nilai Paket 20%
Urutan paket tertinggi (7 s.d 9) 2
Urutan paket tertinggi (dibawah 10) 1
Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung 4
) Cara Pemilihan 10% Pelelangan Terbatas/Pemilihan Langsung 3
Penyedia Kontes/Sayembara/Seleksi sederhana 2
Pelelangan/Seleksi Umum 1
Pemenang penawar terendah lebih dari ke-3 4
Urutan Pemenang penawar terendah ke-3 3
mn Pelelangan 30% 3 penawaran 10%
terendah Pemenang penawar terendah ke-2 2
Pemenang penawar terendah 1
Pengaduan masyarakat atas proses lelang 4
4 Sanggahan/Pen 10% Sanggahan tidak ditindak lanjuti 3
gaduan Sanggahan ditindak lanjuti 2
Tidak ada sanggahan 1
Nilai Penawaran < 80% HPS 4
Nliai Penawaran Nilai Penawaran antara 80% s.d 85% nilai 3
5 terhadap HPS 10% HPS
(Kualitas ° Nilai Penawaran diatas 85% s.d 80% nilai 2
pelaksanaan) HPS
Nilai Penawaran diatas 80% s.d 95% HPS 1
Antara bulan Oktober s.d November 4
Antara bulan Juli s.d September 3
W | Kontrak | 30% | e | Tandatangan | g
ontra Antara bulan April s.d Juni 2
Sebelum bulan April 1
Pengaduan ditindaklanjuti pemeriksaan 4
khusus
Pengaduan ditindaklanjuti penelitian awal 3
7 Pengaduan 10%
Pengaduan ditindaklanjuti penelaahan 2
Tidak ada pengaduan 1




Bobot

NO.

NO. KATEGORI o, FR FAKTOR RISIKO Bobot % KRITERIA NILAI
(1) (2) (3) (4) (5) (8) (7)
Rencana 70 % s.d 100 % keterlambatan > 5 4
% dan akan melampaui TA berjalan
Nilai Deviasi Rencana 70 % s.d 100 % keterlambatan > 5 3
Realisasi 5 keterlambatan 5 %
v Pelaksanaan 0% B selama 10 Rencana 0 % s.d 70 % keterlambatan > 10 2
pelaksanaan %
Tidak terlambat 1
Daerah Perbatasan negara lain 4
. Sulit dijangkau 3
v Lokasi 0% | 9 okasi dan 10%
Terjangkau, akses sedang 2
Terjangkau, akses mudah 1
100% 100%




FORMULIR 06 F
PENILAIAN PAKET BERDASARKAN FAKTOR RISIKO

PENILAIAN BERDASARKAN FAKTOR RISIKO

Tingkat Ranking
NO PPK / DAFTAR PAKET Prioritas Prioritas

keterlambatan selama

terhadap HPS (Kualitas
pelaksanaan)
pelaksanaan

Penyedia

terendah
4 Sanggahan/Pengaduan

1 Nilai Paket

2 Cara Pemilihan

3 Urutan penawaran

5 Nliai Penawaran

6 Tanda tangan kontrak

7 Pengaduan

8 Nilai Deviasi

9 Lokasi dan akses
Skor tertimbang

BOBOT (%)
10% | 10% | 10% 10% |10% | 10% | 10% |10% | 100%

N
(=4
ES

4 (8 | (6) (7) @ | © (10) | (1) (12) (13) (14)

—
(2]
—

Q) (2)

1 PPK

2 PPK

3 PPK

Pengambilan sampel minimum :
1. Harus ada keterwakilan masing-masing PPK
2. Minimal sampel dalam 1 (satu) satker adalah 5 Paket kegiatan

Disetujui, tanggal Direviu, tanggal Disusun,tanggal
Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim



FORMULIR 06 G

PENGUMPULAN DATA PAKET TERPILIH
1. KONSTRUKSI |

Auditi : Disusun oleh D e ——

Tanggaldan Paraf : ...
Nama Paket : Direviu oleh KT

TanggaldanParaf : ...
Direviu oleh PT

Tanggaldan Paraf : ...

STATUS

NO JENIS DATA ADA/ | ADA/TIDAK | TIDAK KET

LENGKAP | LENGKAP ADA

(1) (2) (3 (4) (9 (8

| TAHAP PERENCANAAN

1 Detail Eng. Design (DED)

2 Reviu DED

[ TAHAP TENDER/PELELANGAN

1 Harga Perkiraan Sendiri

2 Dokumen Lelang

3 Dokumen Penawaran pemenang 1,2 dan 3
BAHP dan kertas kerja evaluasi

=|d

TAHAP KONTRAK DAN PELAKSANAAN

1 Dokumen Kontrak dan perubahannya

2 Surat Penyerahan Lapangan

3 SPMK

4 Rencana Mutu Kontrak

5 RK3K

6 Pre Construction Meeting

7 BA Mobilisasi (Personil dan Peralatan)

8 Laporan Rekayasa lapangan / MC 0 (Shop drawing)
9 Jadwal Pelaksanaan/Time Schedule

10 Laporan Harian/mingguan/bulanan

11 Back Up Kuantitas

12 Back UP Kualitas

13 Foto-Foto dokumentasi pekerjaan

14 BA Tagihan Prestasi Pekerjaan

15 BA. Penyerahan Pekerjaan Selesai (PHO dan FHO)
16 | Gambar Purna Laksana (As Built Drawing)

17 Manual OP jika disyaratkan




2. KONSULTANSI

Auditi : Disusun oleh

Tanggal dan Paraf
Nama Paket : Direviu oleh KT

Tanggal dan Paraf

Direviu oleh PT

Tanggal dan Paraf

STATUS
NO JENIS DATA ADA/ ADA/TIDAK TIDAK KET
LENGKAP | LENGKAP ADA
(1) (2) (3) (4) (5) (8)

| TAHAP PERENCANAAN

1 Dasar penetapan paket pekerjaan (Usulan Pemda,
Pusat)

2 Kerangka Acuan Kerja

] TAHAP SELEKSI

1 Harga Perkiraan Sendiri

2 Dokumen PQ dan Dokumen Lelang

3 Dokumen Penawaran pemenang 1,2 dan 3

4 BAHS dan kertas kerja evaluasi

i TAHAP KONTRAK DAN PELAKSANAAN

1 Dokumen Kontrak dan perubahannya

2 SPMK

3 RENCANA MUTU KONTRAK

4 BA RAPAT PERSIAPAN (JADWAL PELAKSANAAN)

5 BA MOBILISASI PERSONIL / PEMERIKSAAN

6 Produk Laporan sesuai KAK

7 BA Tagihan / invoice




3. PENGADAAN BARANG

Auditi : Disusun oleh

Tanggal dan Paraf : ...
Nama Paket : Direviu oleh KT

..........................

Tanggaldan Paraf : ...

Direviu oleh PT

Tanggaldan Paraf : ...

STATUS
NO JENIS DATA ADA/ ADA/ TIDAK | TIDAK KET
LENGKAP LENGKAP ADA
(1) (2 3 (4) ) (8
| TAHAP PERENCANAAN
1 Rencana Kebutuhan BMN (Penetapan Eselon 1)
2 Kerangka Acuan Kerja

] TAHAP TENDER/PELELANGAN

1 Harga Perkiraan Sendiri

2 Dokumen Lelang

3 Dokumen Penawaran pemenang 1,2 dan 3
4 BAHP dan kertas kerja evaluasi

m TAHAP KONTRAK DAN PELAKSANAAN

1 Dokumen Kontrak dan perubahannya
2 SPMK

3 BAST

4 BA Pembayaran




4. SWAKELOLA

Auditi : Disusun oleh e

Tanggal dan Paraf : ...
Nama Paket : Direviu oleh KT

Tanggaldan Paraf : ...
Direviu oleh PT e

Tanggaldan Paraf : ...

STATUS
NO JENIS DATA ADA/ foa | Tibak KET
LENGKAP | | ENGKAP ADA
(1) (2 3 (4) (5 (8
| TAHAP PERENCANAAN
1 Kerangka Acuan Kerja
2 Harga Perkiraan Sendiri

3 SK Tim Swakelola

4 Rencana Pelaksanaan

5 SK Pejabat Pengadaan

TAHAP TENDER/PELELANGAN
(Jika ada Pengadaan)

1 Dokumen Lelang

2 Dokumen Pembanding pemenang minimal 1

3 BAHP dan kertas kerja evaluasi

]] TAHAP PELAKSANAAN
1 Dokumen Pembayaran
2 SPK

3 BA Pembayaran

4 Back UP Pelaksanaan pekerjaan
5 Foto Dokumentasi
6 Laporan Realisasi pekerjaan

7 BA Hasil Penyerahan pekerjaan




FORMULIR 07
PROGRAM KERJA AUDIT

PROGRAM KERJA AUDIT

Auditi

Periode Audit

. AUDIT PROGRAM
Waktu én diperlukan

No. Tujuan Audit Langkah Kerja A":;'i'::r yana € No. KKA
Rencana Realisasi

1 2 3 4 5 6 7

A. | Program

1. Mendapatkan keyakinan yang
memadai kegiatan yang
dilaksanakan pada tahun
anggaran bersangkutan
mendukung capaian target
Renstra secara berjenjang

a. Dapatkan :
1. Dokumen RKA K/L
2. Dokumen PK
3. Daftar kegiatan yang dilaksanakan

b. Dapatkan Dokumen Renstra, RKP,
Renja sebagai kriteria

Bandingan huruf a dan huruf b

Simpulkan hasil perbandingan antara
kondisi dan kriteria

Buatlah tujuan spesifik seperti
nomor A.1 di atas untuk lingkup
program lainnya

Buatlah langkah-langkah masing-masing
tujuan untuk huruf a sampai dengan huruf d.




II.  AUDIT KINERJA

PROGRAM KERJA AUDIT

Auditi
Periode Audit
No. Tujuan Audit Langkah Kerja A’:‘Il:';:zr Ar‘:\g’;ag:tr:n Rs:::tzs' l:‘lgA
1 2 3 4 5 6 7
A. | Administrasi Umum
1 Mendapatkan keyakinan yang Dapatkan
memadai personil sesuai dengan 1. Struktur organisasi, personil, dan A1

kebutuhan organisasi

uraian tugas

2. Kompetensi dan pengalaman

3. Tugas dan fungsi organisasi

Dapatkan peraturan/kriteria (sebutkan
nomor peraturan dan pasalnya) yang
mendasari penetapan dan persyaratan
jabatan dan kebutuhan personil

Bandingan huruf a dan huruf b

Simpulkan hasil perbandingan antara
kondisi dan kriteria




. . Nama Anggaran Realisasi No.
No. Tujuan Audit Langkah Kerja Auditor Waktu Waktu KKA
1 2 3 4 5 6 7
Buatlah tujuan spesifik seperti Buatlah langkah-langkah masing-masing
contoh nomor A.1 di atas untuk tujuan untuk huruf a sampai dengan huruf d.
lingkup administrasi umum antara
lain:
1. Penatausahaan keuangan
2. Penatausahaan BMN
3. Pengelolaan barang persediaan
4, ... dst
B. | Keuangan




No.

Tujuan Audit

Langkah Kerja

Nama
Auditor

Anggaran
Waktu

Realisasi
Waktu

No.
KKA

2

3

4

E

6

Mendapatkan keyakinan yang
memadai kebenaran formal dan
material atas penerimaan dan
pengeluaran uang kas
bendaharawan

Dapatkan

1.

2.

DIPA dan struktur organisasi
pengelola keuangan auditi.

Jumlah uang tunai dan surat-surat
berharga yang ada di dalam brankas
serta buku-buku pendukungnya.

Arsip Data Komputer (ADK) tentang
penatausahaan pembukuan yang
mencakup pelaksanaan buku kas
umum, dan buku pembantu (buku
bank, buku kas tunai, buku
pengawasan uang persediaan, buku
panjar, buku pengawasan kredit
anggaran, buku pajak, PNBP,
aplikasi dan otorisasi, buku
pengawas LS bendahara dan buku
panjar perorangan). Disesuaikan
dengan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Penatausahaan
Keuangan yang berlaku

kuitansi dan bukti-bukti pembayaran/
pengeluaran yang dilakukan secara
tunai atau secara langsung (LS)
beserta kelengkapan data
pendukungnya terhadap transaksi-
transaksi yang dilakukan oleh auditi

B.1

Dapatkan peraturan-peraturan keuangan
sebagai kriteria (sebutkan nomor
peraturan dan pasalnya)

Bandingan huruf a dan huruf b

Simpulkan hasil perbandingan antara
kondisi dan kriteria




No. Tujuan Audit Langkah Kerja ATn:lr;tlzr A'Jgf:t':" R\?\?a":t?:s' I:II?A
1 2 3 4 5 6 7
Buatlah tujuan spesifik seperti Buatlah langkah-langkah masing-masing
contoh nomor B.1 di atas untuk tujuan untuk huruf a sampai dengan huruf g.
lingkup administrasi keuangan
antara lain:
a. Surat Permintaan Pembayaran
b. Surat Perintah Membayar
c. Penatausahaan pengelolaan
keuangan
d. Realisasi penerimaan
e. Pelaksanaan pembayaran
f. Bukti pembayaran
g. ... dst
C. [ Kinerja
1. Perencanaan dan Desain
Mendapatkan keyakinan yang Dapatkan
memadai gambar desain sesuai 1. Dokumen perencanaan dan desain
dengan kondisi di lapangan C.1

2. Kondisi lapangan yang sebenarnya
berdasarkan peta yang ada

3. Data hasil pengukuran

Dapatkan peta kondisi lapangan sebagai
kriteria

Bandingan huruf a dan huruf b

Simpulkan hasil perbandingan antara
kondisi dan kriteria




No. Tujuan Audit Langkah Kerja A':'j:’;gr A":ef:tf" Rj:;ftzs' lng
1 2 3 4 5 6 7

Buatlah tujuan spesifik seperti
contoh nomor C.1 di atas untuk
lingkup perencanaan antara lain:
a. Kesiapan lahan

b. Spesifikasi umum dan teknis

c. Engineering Estimate dan Harga
Perkiraan Sendiri

d. Konsep dokumen lelang

e. Standar dan hasil perencanaan
teknis

f. ...dst

Buatlah langkah-langkah masing-masing
tujuan untuk huruf a sampai dengan huruf e.

2. Pelelangan

Mendapatkan keyakinan yang
memadai evaluasi penawaran
sesuai dengan dokumen lelang

Dapatkan
1. Dokumen lelang
2. Dokumen penawaran

3. Dokumen proses evaluasi
penawaran

Dapatkan peraturan-peraturan tentang
evaluasi penawaran sebagai kriteria
(sebutkan nomor peraturan dan
pasalnya)

Bandingan huruf a dan huruf b

Simpulkan hasil perbandingan antara
kondisi dan kriteria




. . . Nama Anggaran Realisasi No.
No. Tujuan Audit Langkah Kerja Auditor Waktu Waktu KKA
1 ‘ 2 3 4 5 6 7

Buatlah tujuan spesifik seperti Buatlah langkah-langkah masing-masing

contoh nomor C.2 di atas untuk tujuan untuk huruf a sampai dengan huruf e.

lingkup pelelangan antara lain:

a. Kualifikasi penyedia jasa

b. Pokja ULP

c. Aanwijing

d. Penetapan pemenang

e. .. dst

3. Dokumen Kontrak

Mendapatkan keyakinan yang Dapatkan C.3

memadai jaminan pelaksanaan
sesuai dengan ketentuan

1. Jaminan pelaksanaan
2. Waktu penyerahan

3. Bukti konfirmasi kebenaran jaminan
kepada penerbit

Dapatkan peraturan-peraturan tentang
jaminan pelaksanaan sebagai kriteria
(sebutkan nomor peraturan dan
pasalnya)

Bandingan huruf a dan huruf b

Simpulkan hasil perbandingan antara
kondisi dan kriteria




. " . Nama Anggaran Realisasi No.
No. Tujuan Audit Langkah Kerja Auditor V\?&?ktu Waktu KKA
1 2 3 4 5 6 7
Buatlah tujuan spesifik seperti Buatlah langkah-langkah masing-masing
nomor C.3 di atas untuk lingkup tujuan untuk huruf a sampai dengan huruf h.
dokumen kontrak antara lain:
a. Pre award meeting
b. Jenis kontrak
c. Jangka waktu pelaksanaan
d. Pasal - pasal kontrak/ PHO dan
FHO
e. Tata cara pembayaran
f. Denda/kompensasi
g. Perubahan kontrak
h. ... dst
4. Manajemen Pengendalian C4

Mendapatkan keyakinan yang
memadai Pre Construction
Meeting (PCM) dilakukan
dengan sebenarnya

2.
3.
4

Dapatkan
1.

Undangan PCM
Daftar hadir PCM
Daftar materi yang dibahas

Berita acara PCM (termasuk
notulen)

b. Dapatkan peraturan-peraturan tentang
PCM sebagai kriteria (sebutkan nomor

peraturan dan pasalnya)

Bandingan huruf a dan huruf b

Simpulkan hasil perbandingan antara

kondisi dan kriteria




. . . Nama Anggaran Realisasi No.
No. Tujuan Audit Langkah Kerja Auditor Waktu Waktu KKA
1 A 2 3 4 5 6 7
Buatlah tujuan spesifik seperti Buatlah langkah-langkah masing-masing
nomor C.4 di atas untuk lingkup tujuan untuk huruf a sampai dengan huruf e.
manajemen pengendalian antara
lain:
a. Organisasi dan personalia
penyedia jasa, pemberi jasa,
dan konsultan supervisi
b. Identifikasi risiko dan
pengendaliannya
c. Informasi dan komunikasi (buku
harian, laporan mingguan,
bulanan, dan Lengkung S (S
Curve))
d. Kemampuan kontraktor
(rencana kerja mingguan dan
bulanan)
e. ..dst
5. Status Proyek
Mendapatkan keyakinan yang Dapatkan: C5

memadai pencapaian kinerja
fisik sesuai dengan Lengkung S
(S Curve)

1. Kemajuan fisik per kegiatan

2. Kemajuan fisik secara total saat
audit

3. Buku harian saat audit
4. Laporan harian, mingguan, bulanan

Dapatkan kriteria target fisik saat audit
sesuai dengan lengkung "S”, Rencana
kerja mingguan dan bulanan

Bandingan huruf a dan huruf b

Simpulkan hasil perbandingan antara
kondisi dan kriteria,




Mendapatkan keyakinan yang
memadai mutu pekerjaan beton
sesuai spesifikasi teknis kontrak

1. Dokumen pemeriksaan material
masuk (agregat, besi, semen)

Job mix formula
Job mix design

Kualitas hasil pengujian lapangan
Dokumen pelaksanaan program
mutu

7. Dokumen pemeriksaan bersama
(mutual check)

oM wd

benda uji dan hasil test laboratorium

: . . Nama Anggaran Realisasi No.
No. Tujuan Audit Langka‘h Kerja Auditor  Waktu Waktu KKA
1 2 3 4 5 6 7

Buatlah tujuan spesifik seperti Buatlah langkah-langkah masing-masing
nomor C.5 di atas untuk lingkup tujuan untuk huruf a sampai dengan huruf e.
status proyek antara lain:
a. Jadwal pelaksanaan
b. Rencana kerja mingguan,

bulanan
c. Biaya, Cost overrun
d. Lintasan kritis
e. Perkiraan selesai/ time overrun
f. ... dst
6. Kualitas

Dapatkan: C6

Dapatkan dokumen kontrak dan
spesifikasi teknis beton sebagai kriteria

Bandingan huruf a dan huruf b

Simpulkan hasil perbandingan antara
kondisi dan kriteria




No.

Tujuan Audit

Langkah Kerja

Nama
Auditor

Anggaran
Waktu

Realisasi
Waktu

No.
KKA

2

3

4

5

6

Buatlah tujuan spesifik seperti
nomor C.6 di atas untuk lingkup
kualitas antara lain:

a.

® Q00T

Kondisi lapangan

Kualitas sumber daya

Metode pelaksanaan

Produk akhir

Kualitas untuk pekerjaan lainnya
(penggalian, penimbunan,
pembuatan pasangan batu,
pekerjaan aspal campuran
panas (hot mix), pembuatan
pasangan bronjong, pengerukan
(dredging), dan lain-lain)

.. dst

Buatlah langkah-langkah masing-masing

tujuan untuk huruf a sampai dengan huruf e.

Manfaat dan dampak

Mendapatkan keyakinan yang
memadai manfaat kegiatan
sesuai yang direncanakan

a. Dapatkan:

1.

2.
3.

Dokumen gambar terlaksana (as-
built drawing)
Dokumen PHO dan FHO

Dokumen uji fungsi hasil kegiatan
(testing and commissioning)

C.7

b. Dapatkan Dokumen perencanaan
sebagai kriteria

Bandingan huruf a dan huruf b

Simpulkan hasil perbandingan antara
kondisi dan kriteria




AUDIT SWAKELOLA

PROGRAM KERJA AUDIT

Auditi
Periode Audit
' . . . Nama Anggaran Realisasi )
No. Tujuan Audit Langkah Kerja Auditor Waktu Waktu No. KKA
1 2 3 4 5 6 7

Buatlah tujuan spesifik seperti di
atas untuk lingkup pekerjaan
swakelola baik Bina Marga, Sumber
Daya Air, Cipta Karya, Perumahan
dan SIB antara lain untuk:

a.
b.

@ ~0o o

Perencanaan fisik pekerjaan

Perencanaan keuangan
(Rencana Operasi Keuangan)

Pelaksanaan (proses
pelaksanaan, mutu per item
pekerjaan, waktu penyelesaian)

Pembayaran
Pengawasan
Pelaporan

... dst

Buatlah langkah kerja untuk masing-masing

tujuan.

Disetujui, tanggal
Pengendali Mutu,

Direviu, tanggal
Pengendali Teknis,

Disusun,tanggal
Ketua Tim




IV. AUDIT JASA KONSULTANSI

PROGRAM KERJA AUDIT
Auditi
Periode Audit
. " . Nama Anggaran Realisasi
No. Tujuan Audit Langkah Kerja Auditor Waktu Waktu No. KKA
1 2 3 4 5 6 7

A Seleksi Jasa Konsultansi

1. Perencanaan

Mendapatkan keyakinan yang

sendiri (HPS) untuk pekerjaan ...

memadai efisiensi harga perkiraan

Dapatkan:
1. Dokumen peraturan tentang
penetapan billing rate

2. Dokumen Analisis kebutuhan tenaga
ahli, baik kompetensi maupun
jumlah

3. Dokumen analisis kebutuhan waktu
masing-masing tenaga ahli

4. Kontrak sejenis yang terdekat pada
tahun berjalan atau sebelumnya

Dapatkan

Kriteria berupa peraturan perundang-
undangan (perpres, permen, SE)
tentang penyusunan HPS.(sebutkan
nomor peraturan dan pasalnya)

Bandingkan huruf a dan huruf b

Simpulkan hasil perbandingan antara
kondisi dan kriteria




No.

Tujuan Audit

. Langkah Kerja

Nama

Auditor

Anggaran .

Waktu

Realisasi
Waktu

No. KKA

2

3

4

5 N

Buatlah tujuan spesifik seperti di
atas untuk lingkup pekerjaan
konsultansi baik Bina Marga,
Sumber Daya Air, Cipta Karya,
Perumahan dan SIB antara lain
untuk:

a. KAK
b. ...

c. ... dst
Catatan :

Tujuan spesifik untuk proses seleksi
Jasa konsultansi disesuaikan dengan
cara seleksi yang dipilih oleh
Pokja/ULP

Buatlah langkah-langkah masing-masing
tujuan untuk huruf a sampai dengan huruf d.

Seleksi

Mendapatkan keyakinan yang
memadaiprosedur seleksi telah
sesuai dengan ketentuan

a. Dapatkan
Dokumen Seleksi

b. Dapatkan dan pelajari kriteria untuk
setiap tahapan seleksi

¢. Bandingkan huruf a dan huruf b

d. Simpulkan hasil perbandingan antara
kondisi dan kriteria

Buatlah tujuan spesifik seperti di
atas untuk tujuan lainnya

Buatlah langkah kerja.




Tujuan Audit

Nama

Anggaran

Realisasi

No. Langkah Kerja Auditor Waktu Waktu No. KKA
1 2 3 4 5 6 7
3 Pelaksanaan
Mendapatkan keyakinan yang Dapatkan 3

memadai personil tenaga ahli yang
bekerja sesuai dengan kualifikasi
dan pengalaman yang ditawarkan
dalam dokumen penawaran

Dokumen seleksi
Dokumen kontrak
Berita Acara Mobilisasi

Analisis

Bandingkan nama personil di dokumen
seleksi, dokumen kontrak dan Berita
Acara Mobilisasi.

Lakukna pemeriksaan kesesuain
personil di lapangan

Buat Kesimpulan

Disetujui, tanggal
Pengendali Mutu,

Direviu, tanggal

Pengendali Teknis,

Disusun,tanggal
Ketua Tim




FORMULIR 07
PROGRAM KERJA AUDIT

PROGRANM KERJA AUDIT
Auditi
Periode Audit
. . " Nama Anggaran Realisasi
No. Tujuan Audit Langkah Kerja Auditor Waktu Waktu No. KKA
1 2 3 4 5 6 7

Disetujui, tanggal
Pengendali Mutu,

Direviu, tanggal
Pengendali Teknis,

Disusun,tanggal
Ketua Tim

Ket : Dalam hal terdapat perubahan tujuan atau langkah kerja Program Kerja Audit di lapangan, maka program kerja audit revisi harus diinformasikan
kepada Pengendali Mutu, dan pada saat selesai penugasan di lapangan harus ditanda tangani oleh Pengendali Mutu.




FORMULIR 08
CHECKLIST PENYELESAIAN PENUGASAN PERENCANAAN AUDIT

CHECKLIST PENYELESAIAN PENUGASAN PERENCANAAN AUDIT

=z
o

Jenis pekerjaan yang harus dilakukan

Sudah/
belum

Keterangan

-

2

3

4

Sudah adakah Surat Keputusan Irjen tentang Pelaksanaan Audit

Sudah adakah Surat Tugas

Sudah adakah Surat Pengantar Penugasan

Sudahkah dibuat Kartu Penugasan

Sudahkah dibuat Alokasi Anggaran Waktu Audit

Apakah sudah dibuat program kerja survei pendahuluan

Apakah telah dibuat kertas kerja survei pendahuluan

Apakah kertas kerja survei pendahuluan telah direviu Pengendali
Teknis

© | N O~ Wb =

itien

Jika ada perubahan auditor, apakah sudah dibuat memo persetujuan
9. | dan sudah dilampirkan ke kartu penugasan di Pejabat Tinggi Pratama

10.| Apakah sudah dilaksanakan koordinasi antara Tim dengan Auditi

11 Apakah sudah dibuat ringkasan hasil koordinasi Tim dan telah
| didistribusikan ke Anggota Tim

12.| Apakah telah dibuat program kerja audit rinci

13 Apakah program kerja audit telah mengacu pada program kerja survei

pendahuluan

14.| Apakah program kerja audit telah di reviu pengendali teknis

15.| Apakah tahapan pekerjaan telah sesuai dengan anggaran waktunya

¢ Koordinasi dengan auditi

¢ Penulisan dan Persetujuan program kerja Survey pendahuluan

e Penulisan dan Persetujuan program kerja audit

Diketahui, tanggal Direviu, tanggal
Pengendali Mutu, Pengendali Teknis,
(e ) (oo )
NIP. NIP

Disusun,tanggal
Ketua Tim




FORMULIR 09.a
NOTULENSI KESEPATAKAN

NOTULENSI KESEPAKATAN

Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara TIM Audit ...... pada :
Hari / tanggal

Tempat
Dihadiri oleh
Tim Auditi Tim Auditor
1. ...
2. ...
3. ... dst 3. ...dst

Diperoleh kesepakatan sebagai berikut :

1. Dokumen akan diserahkan secara lengkap pada tanggal .........

2. Prosedur tindak lanjut data yang tidak lengkap dan ketidaksepakatan akan mengacu SE Irjen nomor
02/SE/1J/2017 (dibahas terlebih dahulu isi SE tersebut)

. Naskah hasil audit disampaikan kepada Auditi dengan surat pengantar pada tanggal ...

. Rapat pembahasan naskah hasil audit dilaksanakan pada tanggal ...

. Hasil pembahasan naskah hasil audit akan ditandantangani kedua belah pihak pada tanggal ....

o O~ W

. Prosedur pelaporan dan tindak lanjut mengacu pada standar AAIPI dan tindakan koreksi/tindak lanjut
terhadap rekomendasi temuan audit paling lambat akan dilakukan dalam waktu 60 hari kalender
setelah tanggal kesepakatan ditetapkan.

7. Pihak — pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya temuan akan dicantumkan dalam NHA.

8. Rapat penutupan audit (exit meeting) dilaksanakan pada tanggal ...

Kepala Satuan Kerja/ Pejabat

Pembuat Komitmen Pengendali Teknis Ketua Tim

............................................................................................................................



FORMULIR 09.b
SURAT PERNYATAAN BEBAS DARI KONFLIK KEPENTINGAN

SURAT PERNYATAAN BEBAS DARI KONFLIK KEPENTINGAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pelaksanaan
audit yang kami laksanakan bebas dari konflik kepentingan sebagai berikut :

1. Kami (Auditor dan Auditi) tidak saling memiliki hubungan kekerabatan satu sama lain atau hubungan
lainnya yang dapat mengurangi objektivitas.

2. Kami (Auditor dan Auditi) belum pernah / sedang melakukan kerjasama penugasan assurance untuk
suatu program, kegiatan, atau aktivitas dimana kami sebagai auditor memiliki tanggung jawab atas
kegiatan tersebut pada tahun sebelumnya.

3. Kami sebagai auditor tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan manajemen auditi yang
akan kami audit.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak
manapun. Apabila dikemudian hari ternyata melanggar dari pernyataan ini maka kami siap menerima
sanksi sesuai peraturan disiplin pegawai negeri yang berlaku.

Kepala Satuan Kerja/ Pejabat

Pembuat Komitmen Pengendali Teknis Ketua Tim

............................................................................................................................



FORMULIR 10
EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Auditi : Disusun oleh 1 eeemeseeesesenee
Periode Auditi : Tanggal dan Paraf R
Jawaban
No URAIAN
YIT

BAGIAN 1 - LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Auditi menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan teknis ke-PUPR-an untuk
meningkatkan kompetensi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan.

Auditi menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan teknis administrasi keuangan

2 untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
Pegawai Pengelola Kegiatan (PPK, Panitia pengadaan, Pengawas Lapangan, Panitia

3 | Penerima Barang dan Pengelola Keuangan) memiliki kompetensi formal dan
sertifikasi sesuai dengan bidangnya.

4 Pegawai memahami wewenang dan tanggung jawab yang diterimanya dalam rangka
pengelolaan kegiatan.

5 Unit Layanan Pengadaan sudah dibentuk dan sudah ada penganggaran untuk
pembiayaan kegiatan ULP.

6 Auditi sudah menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk paket kegiatan
Tahun Berjalan dan diupload pada Sistem Informasi pu.go.id

7 | Auditi telah menyampaikan RUP untuk paket kegiatan Tahun Berjalan kepada ULP

8 Apakah proses pengadaan menggunakan e-procurement (Layanan Pengadaan

Secara Elektronik/LPSE)?

BAGIAN 2 - PENILAIAN RISIKO

Pimpinan Auditi membuat RK (Rencana Kerja) atas kegiatan yang akan dilaksanakan
mengacu kepada petunjuk teknis

Auditi telah mengidentifikasi faktor risiko eksternal dan internal dalam pengelolaan
kegiatan dan langkah penanganan dampak dari risiko




BAGIAN 3 - KEGIATAN PENGENDALIAN

1

Reviu pimpinan dalam rangka pengelolaan kegiatan

Satker telah memiliki prosedur untuk memastikan bahwa pegawai yang mengelola

2 kegiatan memiliki kompetensi di bidangnya

3 Pimpinan Satker menjamin bahwa seluruh transaksi atas pengelolaan kegiatan tidak
ditangani oleh satu orang (ada pemisahan fungsi)

4 Transaksi dan kejadian dicatat dengan segera dan didokumentasikan dalam rangka
mengendalikan kegiatan dan menjadi dasar pengambilan keputusan

5 | Terdapat kegiatan pengendalian fisik atas asset dan informasi ( fisik dan keuangan)

BAGIAN 4 -INFORMASI DAN KOMUNIKASI

4 Informasi dari sumber internal dan eksternal didapat dan disampaikan kepada
pimpinan Satker sebagai bahan pelaporan pengelolaan kegiatan

2 Laporan terkait keuangan pengelolaan kegiatan sudah dikirimkan ke Kementerian
Keuangan

3 Terdapat dokumen pelaksanaan kegiatan pekerjaan seperti laporan harian, laporan
mingguan, laporan bulanan, dan laporan PHO dan FHO

4 | Satker sudah memanfaatkan sistem pelaporan e - monitoring

5 | Sudah ada SK Penunjukkan/Pengangkatan Operator e - monitoring

BAGIAN 5 - PEMANTAUAN

Pimpinan Satker melakukan pemantauan/monitoring secara berkelanjutan dan

1 pengujian secara berkala atas pengelolaan kegiatan

2 Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
padatahun sebelumnya telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan kegiatan

3 Rapat dengan pegawai digunakan untuk meminta masukan tentang efektivitas

pengendalian intern pengelolaan kegiatan




Pimpinan Satker mengambil langkah untuk menindaklanjuti rekomendasi
4 | penyempurnaan pengendalian internal yang diberikan oleh aparat pengawasan intern
pemerintah, auditor, dan evaluator lainnya

TOTAL
Direviu, tanggal Direviu,tanggal
Pengendali Teknis, Ketua Tim
(ceeveereeer e ) (o)
NIP. NIP.

Petunjuk pengisian
Setiap pertanyaan diisi dengan jawaban Ya (Y) / Tidak (T)

Kriteria Penilaian

NO Penilaian Total Jya;vaban
1 Memadai 21s.d24
2 | Cukup Memadai 14 s.d 20
3 | Kurang Memadai 1s.d13




FORMULIR 11
Lembar Reviu Pengendali Teknis

LEMBAR REVIU PENGENDALI TEKNIS

Nama Auditi e e
No.Surat Tugas @ ........ccooeviiiiininnnnns
Periode Audit
Ketua Tim
No Permasalahan/Komentar Nomor KKA Penyelesaian Persetujuan
1 2 3 4 5
1
2
3

Nama

Pengendali teknis,
Tanda tangan

............................

............................

Tanggal




FORMULIR 12
Checklist Penyelesaian Pengujian dan Evaluasi

CHECKLIST PENYELESAIAN PENGUJIAN DAN EVALUASI

No Uraian Sudah | Belum | Ket
1 2 3 a | s
1 |Sudahkah dilakukan audit sesuai program kerja audit
2 |Sudahkah dilakukan reviu terhadap hasil kerja anggota tim
3 [Sudahkah hasil reviu ditindaklanjuti oleh anggota tim
4 |[Sudahkah anggota tim membuat KKA dan disimpan pada tempat
yang telah disiapkan untuknva
5 |Sudahkah KKA direviu oleh Ketua Tim dan disimpan pada tempat
yang telah disiapkan sebelumnya
6 |Sudahkah KKA direviu oleh Pengendali Teknis:
- Reviu | tanggal
- Reviu li tanggal
- Reviu lll tanggal :
- Reviu IV tanggal :
7 |Sudahkah Hasil reviu Pengendali Teknis ditindaklanjuti oleh tim
8 |Sudahkah dikembangkan temuan hasil audit dan rekomandasi
perbaikan
9 |Sudahkan dilakukan komunikasi temuan dan rekomendasi perbaikan
dengan manajemen auditi
10 |Sudahkan diperoleh kata sepakat atas rekomendasi yang
diberikan
11 |Adakah pengendali mutu melakukan reviu
12 |Sudahkah dibuat ringkasan hasil reviu pengendali mutu
13 |Sudahkah hasil reviu penanggung jawab ditindaklanjuti oleh Tim
14 |Sudahkah dilakukan penyusunan dokumentasi hasil audit




No

Uraian

Sudah | Belum

Ket

2

15

Sudahkah dokumentasi hasil audit dibahas:
e ditim
e dengan Pengendali Teknis

o dengan Pengendali Mutu

16

Sudahkah dilakukan penelaahan kesesuaian KKA dan isinya dengan
standar audit APIP:

e oleh tim audit
o dengan Pengendali Teknis

o dengan Pengendali Mutu

17

Sudahkah dilakukan penelaahan kesesuaian KKA dengan tujuan
audit:
o dengan Pengendali Teknis

e dengan Pengendali Mutu

18

Sudahkah dilakukan pembahasan simpulan hasil audit:
o ditim audit
o dengan Pengendali Teknis

* beserta Pengendali Mutu

Diketahui, tanggal Direviu, tanggal
Pengendali Mutu, Pengendali Teknis,

Disusun,tanggal

Ketua Tim




FORMULIR 13
Naskah Hasil Audit

NASKAH HASIL AUDIT

Auditi e e e

Periode Audit e

Nomor Surat Tugas ORI

Nomor KKA e

Nomor Surat Penyampaian* et

Disampaikan Tanggal e te v

Rapat Penutupan Audit Tgl e e

Nama PPK/Pokja ULP : ............ccoceiiiiiiieeeee e,
Judul Temuan: .........coiiiiiiiniiiii

Kondisi

Kriteria

Sebab

Disebutkan pihak — pihak yang bertanggung jawab (disusun berjenjang sesuai tanggung jawabnya)

Akibat

Rekomendasi

Tanggapan Auditi/PPK/Pokja ULP dan Rencana Tindak Lanjut

Tanggapan Auditor
......................... preereeneneennns 2017
PPK / Pokja / Bendahara / Pejabat SPM, Ketua TIM,
Nama.......cccooeieiviieeein. Nama .....ccccooeevririre,
NIP. e, NIP. i
Kepala Satker .................. Pengendali Teknis,
Provinsi .....................
Nama ... Nama .......cccoooeeiinnnnnnnnn.
NIP. e, NIP. i,

Keterangan

*. No Surat Penyampaian diisi dengan NO. Kartu Penugasan




FORMULIR 14 a

Reviu Konsep Laporan Ketua Tim kepada Pengendali Teknis

REVIU KONSEP LAPORAN
Pengendali Teknis

Nama Auditi

...............................

.................................

No Kartu Penugasan

...............................

.................................

No Halaman LHA
Urut

Masalah yang
dijumpai

Penyelesaian

Dilakukan
Oleh

Paraf
dan tgl

1 2

3

Masalah
7‘

8

1

2
3
4
5

Ketua TIM
Nama

Tanda tangan

Tanggal e

.............

Pengendali teknis,

Tandatangan :..............

Nama

Tanggal




FORMULIR 14 b
Reviu Konsep LaporanPengendali Teknis kepada Pengendali Mutu

REVIU KONSEP LAPORAN
Pengendali Mutu

Nama Auditi e e eeteeeeemaeererestaaerrraernaaanarananas

No Kartu Penugasan SO O PP PP PP PP PSRPPPPRPRS

No Halaman LHA Masalah yang dijumpai Paraf Penyelesaian Masalah Dilakukan Paraf
Urut dan tgl Oleh dan tgl
1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5

Pengendali Teknis
Nama :

Tandatangan = ........cccoccoiiiiinnn.

Tanggal

Pengendali Mutu
Tandatangan @ ...........ccooiinnn.

Nama L e

Tanggal e




FORMULIR 14 ¢
Reviu Konsep Laporan Pengendali Teknis kepada Sekretarisinspektorat Jenderal

REVIU KONSEP LAPORAN
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Nama Auditi et eeeeteeteeeeeiesieerarerateeeeneeeaetretnaertaataaranns

No Kartu Penugasan L eeeeerrerterer————————————————————raaeeeeteeteetaetiaeiens

No Halaman LHA Masalah yang dijumpai Paraf Penyelesaian Masalah Dilakukan Paraf
Urut dan tgl : Oleh dan tgl
1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5

Pengendali Teknis
Nama e

Tandatangan = ..............c

Tanggal

Sekretaris Inspektorat Jenderal
Tanda tangan

Nama

Tanggal




FORMULIR 15
PENGENDALIAN PENYUSUNAN LAPORAN

Nama auditi D eeeren e,
Alamat

..........................

Telpon D rereeees D reereeeens
Tujuan Audit e D e
Periode Audit e v
Nomor Kartu Penugasan D vrereeeens e

Tanggal/Paraf

v

2 3 4

5

Konsep laporan:

a. Diserahkan bersama dengan soft copy dan data pendukungnya oleh
Ketua Tim kepada Pengendali Teknis untuk direviu

Diserahkan Pengendali Teknis ke Ketua Tim untuk perbaikan

Diserahkan oleh Pengendali Teknis kepada TU Inspektorat

Diserahkan oleh TU Inspektorat ke Inspektur untuk direviu

olale|e

Diserahkan oleh Inspektur ke TU Inspektorat untuk diserahkan
kepada Pengendali Teknis untuk diperbaiki

=h

Tim meminta nomor LHA ke Bagian Evalap

Setelah ditandatangani oleh Inspektur diserahkan ke TU Sekretaris

= |e

Diserahkan ke Sekretaris Itjen

Diserahkan dari TU Sekretaris ke TU Inspektorat

j. Diserahkan dari TU Inspektorat ke TU Sekretaris

k. Diserahkan dari TU Sekretaris ke TU Inspektur Jenderal

I. Diserahkan dari TU Inspektur Jenderal ke TU Sekretaris

m. Setelah ditandangani oleh Inspektur Jenderal, diserahkan kepada TU
Inspektorat

n. Diserahkan oleh TU Inspektorat ke Bagian Umum untuk digandakan

0. Setelah digandakan dari Bagian Umum, dikembalikan kembali ke TU
Inspektorat untuk pemberian alamat.

p. Didistribusikan oleh Bagian Umum kepada sesuai tembusan.




FORMULIR 16
Checklist Penyelesaian Laporan

CHECKLIST PENYELESAIAN LAPORAN

No Uraian Sudah | Belum | Keterangan
1 2 3 4 5
RINGKASAN PIMPINAN
1. Surat Pengantar sesuai dengan isi LHA.
BATANG TUBUH LAPORAN

2. Kecukupan informasi latar belakang auditi.

3. Tujuan audit dan kriteria yang berkaitan.

4, Ruang lingkup audit sudah dinyatakan secara jelas.

5. Jadwal audit, metodologi, standar audit yang diacu. Jika ada
standar yang tidak diikuti, penjelasan yang memadai telah
dibuat.

6. Hasil audit/pemeriksaan yang mendalam terkait dengan
tujuan dan kriteria audit telah diperoleh untuk mendapat
simpulan audit.

7. Setiap temuan berisi pernyataan kondisi, kriteria, penyebab,
akibat, rekomendasi, tanggapan auditi dan rencana tindak
lanjut, dan tanggapan auditor.

8. Hasil temuan telah didukung dengan bukti yang relevan,
kompeten, cukup, dan material.

9. Temuan yang bisa dikuantifisir telah dihitung secara
memadai.

10. | Rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti.

FORMAT LAPORAN

11. Daftar isi yang menggambarkan struktur laporan dan judul
yang sama dengan judul pada halaman batang tubuh.

12. | Judul dan huruf yang konsisten.

13. Bagan, gambar, dan tabel telah ditampilkan secara memadai
dalam batang tubuh laporan.

14. | Struktur kalimat dan paragraf mudah dipahami.

15. | Singkatan-singkatan telah didefinisikan.

16. Bahasa dan terminologi mudah dipahami.

17. | Tata bahasa dan penulisan kata yang tepat.

18. Lampiran disajikan secara seragam dan dirujuk pada batang
tubuh laporan serta mendukung/menambah nilai laporan.




No Uraian Sudah | Belum Keterangan
1 2 3 4 5
19. Secara keseluruhan, laporan sudah jelas dan tepat.
LAIN-LAIN
20. | Penyusunan PKA, KKA, dan LHA telah melalui proses reviu:
e Ketua Tim
¢ PengendaliTeknis
e Pengendali Mutu
o Pejabat Tinggi Pratama Itjen selaku Penanggung Jawab
Hasil Audit
21. | Distribusi laporan telah sesuai ketentuan
Diketahui, tanggal Direviu, tanggal Disusun,tanggal
Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim




FORMULIR 17
Kertas Kerja Audit

KERTAS KERJA AUDIT

Kertas Kerja Audit dibuat oleh seluruh auditor yang melaksanakan penugasan audit
Contoh :

A. Kertas Kerja Audit Survei Pendahuluan

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL

KERTAS KERJA AUDIT
No. KKA 1/1/1/2017/475/1/ A.1

No. Ref. PKA A1
Disusun oleh . Auditor
Tgl. dan paraf

Nama Auditi . Satker .... _[I?'rle‘gu oleh ¢ - Ketua Tim

. ] gl. dan para

Tahun/Masa Audit - 20...1.... Direviu oleh . Pengendali Teknis
Tgl. dan paraf :
Hal : /
Lampiran :

CONTOH PENGUJIAN KEGIATAN PADA SAAT SURVE! PENDAHULUAN

Tujuan audit (Sesuai dengan Tujuan dalam PKA No.1) : Mendapatkan keyakinan yang memadai
kualifikasi dan kompetensi Kepala Satuan Kerja, PPK, Pengawas Lapangan sesuai dengan
persyaratan

a.

Kondisi

Sudah didapatkan dan Pelajari :

a.1. Struktur organisasi, personil, dan uraian tugas (Lampiran I)

a.2. Dokumen Kompetensi dan pengalaman (Lampiran |l)

a.3. Dokumen tugas dan fungsi (Lampiran lil)

a.4. Dokumen penetapan dan persyaratan jabatan dan kebutuhan personil (Lampiran V)

kriteria
Dokumen penetapan dan persyaratan jabatan dan kebutuhan personil (Lampiran V)

Analisis (Isilah dengan Teknik audit yang digunakan)

hasil analisis terhadap struktur organisasi dibandingkan dengan persyaratan dalam dokumen
penentapan kebutuhan personil (Lampiran V) adalah sebagai berikut :

1. Kualifikasi dan kompetensi Kepala Satuan Kerja sesuai dengan persyaratan
2. Kompetensi dan pengalaman PPK tidak sesuai dengan persyaratan
3. Kompetensi dan kualifikasi Pengawas lapangan tidak sesuai dengan persyaratan

Kesimpulan :

Kualifikasi dan kompetensi PPK, Pengawas Lapangan tidak sesuai dengan persyaratan sehingga
berpotensi pelaksanaan fisik di lapangan tidak sesuai dengan kontrak




B. Kertas Kerja Audit Pelaksanaan

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL

KERTAS KERJA AUDIT
No. KKA1/1/1/2017/475/11B.1

No. Ref. PKA : BA

Disusun oleh . Auditor

Tgl. dan paraf
Nama Auditi . Satker .... Direviu oleh + Ketua Tim
Tahun/Masa Audit  : 20.../.... Tgl. dan paraf S

Direviu oleh . Pengendali Teknis

Tgl. dan paraf

Hal : /

Lampiran :

CONTOH PENGUJIAN KEGIATAN PADA SAAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Tujuan Kegiatan (Tujuan No.1 pada PKA) : Untuk mendapatkan keyakinan yang memadai
volume fisik di lapangan sesuai dengan kontrak.

a.

Kondisi

Sudah didapat:

a.1. Kontrak pengadaan (Lampiran |)

a.2. Back up data kuantitas (Lampiran Il)

a.3. Dokumentasi pelaksanaan fisik di lapangan (Lampiran 111}
Pelajari

Lingkup kegiatan dalam kontrak

Kriteria
Volume dalam Kontrak

Analisis (Isilah dengan Teknik audit yang digunakan)

1. Analisis cara perhitungan dalam back up kuantitas

2. Tentukan item pembayaran untuk menjadi sampel yang akan dilakukan pemeriksaan di
lapangan

3. Hasil pemeriksaan fisik di lapangan didapatkan volume yang tidak sesuai dengan kontrak
adalah: ......

Kesimpulan :

Terdapat volume item pembayaran sebagai berikut ....... yang tidak sesuai dengan volume dalam
kontrak.

Hal tersebut disebabkan oleh :

1. Kompetensi dan kualifikasi PPK dan Pengawas lapangan tidak sesuai dengan persyaratan
sehingga pengawasan tidak dilaksanakan dengan benar (berdasarkan kesimpulan hasil survei
pendahuluan)

Akibatnya terjadi kelebihan pembayaran senilai......

Disarankan kepada Kepala Satuan Kerja agar :

1. Menempatkan personil sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya
2. Menyetorkan kelebihan pembayaran senilai ......

3..Mengganti personil .......




C. PENOMORAN KARTU PENUGASAN DAN KERTAS KERJA AUDIT

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
. . s TAHUN Nomor Nomo
Jenis Pengawasan ! | INSPEKTORAT | / Unit Organisasi / AUDIT / SPT / r Uru;FS’_?tker dalam
Audit 1 Inspektorat | | Sumber Daya Air 1 2017
Reviu/Verifikasi 2 | Inspektorat | Il Bina Marga 2
Evaluasi 3 | Inspektorat lli | Cipta Karya 3
Penyediaan
Pemantauan 4 | InspektoratlVvV | IV Perumahan 4
Pengawasan Lainnya | 5| InspektoratV | V Pusat 5
Contoh penomoran Kartu Penugasan Audit dengan SPT 2 (dua) satuan Kerja:
1.SNVT PJSA Sumatera VIl Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.SNVT PJPA Sumatera Vil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jenis Pengawasan . | Audit Kinerja 1
Auditi terdapat di Inspektorat Inspektorat | |
Unit Organisasi Auditi : Sumber Daya Air 1
Tahun Audit : 2017
No SPT : 475/SPT/1S/2017 475
No Urut Satker PJSA : 1
No Urut Satker PJPA : 2
1. Maka Penomoran Kartu Penugasan untuk Satuan Kerja PJSA adalah :
1 / 2 / 3 4 5 6
Unit TAHUN Nomor Nomor Urut Satker dalam
Jenis Pengawasan / INSPEKTORAT | / Organisasi AUDIT SPT SPT
1 / | / 1 2017 475 1
2. Maka Penomoran Kartu Penugasan untuk Satuan Kerja PJPA adalah :
1 / 2 / 3 4 5 6
Unit TAHUN Nomor Nomor Urut Satker
Jenis Pengawasan INSPEKTORAT / Organisasi AUDIT SPT dalam SPT
1 / | / 1 2017 475 2




D. PENOMORAN KERTAS KERJA AUDIT

1 / 2 / 3 4 5 6 7 8
Tahap No
Urut Tujuan
Jenis Pengawasan | / | Inspektorat | / | Unit Organisasi Tahun Nomor Satker Dalam
Audit SPT
dalam PKA
SPT
Persiapan 1
Audit 1 Inspektorat | | | Sumber Daya Air 2017 (A)
Audit 2
Reviu/Verifikasi 2 | Inspektorat!l | Il Bina Marga Rinci (B)
Evaluasi 3 | Inspektorat Il | Il Cipta Karya 3
Penyediaan dst
Pemantauan 4 | Inspektorat IV | IV Perumahan
Pengawasan Lainnya 5 | InspektoratV | V Pusat

Contoh penomoran Kertas Kerja Audit dengan SPT 2 (dua)

satuan Kerja:

1.SNVT PJSA Sumatera Vil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.SNVT PJPA Sumatera VIl Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung
Jenis Pengawasan Audit Kinerja 1
Auditi terdapat di Inspektorat Inspektorat | [
Unit Organisasi Auditi Sumber Daya Air 1
Tahun Audit 2017
No SPT 475/SPT/1S/2017 475
No Urut Satker PJSA 1
No Urut Satker PJPA 2
Tahap Audit Persiapan A
Audit Rinci B
No.Tujuan PKA 1




1. Maka Penomoran Kertas Kerja Audit untuk Satuan Kerja PJSA pada tahap Persiapan adalah :

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 7 8
No Urut
Tahap Tujuan
Nomor Urut Audit Dalam
Jenis Unit TAHUN Nomor Satker dalam PKA
Pengawasan / | INSPEKTORAT | / | Organisasi | / | AUDIT SPT |/ SPT
1 / | / 1 I { 2017 475 [/ 1 A 1
2. Maka Penomoran Kertas Kerja Audit untuk Satuan Kerja PJSA pada tahap Audit Rinci adalah :
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 7 8
No Urut
Tahap Tujuan
. Nomor Urut Audit Dalam
Jenis Unit TAHUN Nomor Satker dalam PKA
Pengawasan / | INSPEKTORAT | / | Organisasi AUDIT SPT |/ SPT
1 / [ / 1 2017 475 | I 1 B 1
3. Maka Penomoran Kertas Kerja Audit untuk Satuan Kerja PJPA pada tahap Persiapan adalah :
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 7 8
No Urut
Tahap Tujuan
' Nomor Urut Audit Dalam
Jenis Unit TAHUN Nomor Satker dalam PKA
Pengawasan / | INSPEKTORAT Organisasi | / [ AUDIT SPT [/ SPT
1 / I 1 /1| 2017 475 | / 2 A 1
4. Maka Penomoran Kertas Kerja Audit untuk Satuan Kerja PJPA pada tahap Audit Rinci adalah :
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 7 8
No Urut
Tahap Tujuan
. Nomor Urut Audit Dalam
Jenis Unit TAHUN Nomor Satker dalam PKA
Pengawasan / | INSPEKTORAT | / | Organisasi AUDIT | / | SPT SPT
1 / | / 1 2017 / 475 2 B 1




Formulir 18 Format Laporan Hasil Audit
a. Format Surat Pengantar LHA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

Nomor : Jakarta,  ...... 20...
Sifat . Rahasia

Lampiran ;1 (satu) berkas LHA

Hal . Laporan Hasil  Audit ..... Tahun Anggaran .....

Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat pada Satuan Kerja .......
Provinsi .... Ditjen ......

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/ Kepala Badan.......
di
Jakarta

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Hasil Audit ... Tahun Anggaran ...... Inspektorat
Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor: ....... tanggal ....... pada
Satuan Kerja .......cccceuueut Provinsi .......... , terdapat ... (.....) temuan yang memerlukan tindak lanjut

sebagai berikut:
Berdasarkan Laporan Hasil Audit tersebut, kami mohon perhatian Bapak terhadap beberapa hal
sebagai berikut:
a. Temuan yang memerlukan tindak lanjut.
1. Judul Temuan.
Direkomendasikan kepada:
a) Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan agar .....
b) Kepala Balai / Kepala Pusat agar ....
c) Kepala Satker agar ....
d) Menyampaikan bukti tindak lanjut kepada Inspektur Jenderal Kementerian PUPR tembusan
Inspektur ......
(rekomendasi disusun berjenjang, untuk temuan yang signifikan dan memeriukan
perhatian/tindak lanjut Pimpinan Unit Organisasi).



b. Format Laporan Hasil Audit

LAPORAN HASIL AUDIT

SATUAN KERJA
NOMOR
TANGGAL

- | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

i INSPEKTORAT JENDERAL



INSPEKTORAT JENDERAL

1 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RAHASIA

LAPORAN HASIL AUDIT
[\ [ T

DATA UMUM

1. Auditi
Nama Satminkal

Nama Satker

Nomor DIPA

Nilai Pagu DIPA :
Rupiah Murni : Rp.
PHLN : Rp.

Nama Kepala Satker :

NIP Kepala Satker

Nama Atasan Langsung

NIP Atasan Langsung

Nama Atasan

NIP Atasan

Jabatan Atasan

2, Dasar Audit
Nomor dan Tanggal SPT :
Susunan Tim :

No. NAMA NIP PERAN

1.
2.
3.

3. Hasil Audit
a. Jumlah Temuan
b. Jumlah kerugian negara
01. Keborosan D -
02. Kebocoran D -

4. Audit yang dilaksanakan telah sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah.

Jakarta, ..........ccoceeen.
Pengendali Mutu, Ketua Tim,

........................................................................................




b. Tindak lanjut temuan hasil audit sebelumnya

Tindak lanjut temuan hasil audit sebelumnya dengan No. LHA ......... tanggal ......... sudah selesai
ditindaklanjuti dengan surat tuntas nomor atau masih terdapat ..... (cvveerennnns ) temuan belum tuntas

dengan penjelasan atas belum tuntasnya rekomendasi sebagai berikut :
1. Judul Temuan

Rekomendasi
Penjelasan atas belum tuntasnya rekomendasi
2. dst
Guna keperluan evaluasi lebih lanjut, dimohon agar informasi tindak lanjut yang telah dilakukan

disampaikan kepada kami selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Naskah Hasil Audit (NHA)
disepakati, atau tanggal ............

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal,

Dr. Rildo Ananda Anwar, SH, MH
NIP. 195804171984031002

Tembusan Yth:

oO0h LN =

~

Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;

Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;

Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR;

Inspektur .... Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR,;

....... (atasan langsung);

Kepala Satuan Kerja .......
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RAHASIA

DATA UMUM

DAFTARISI

DATA UMUM

BAB| : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1. Ringkasan Hasil Audit
2. Sistem Pengendalian Manajemen
3. Uraian Temuan dan Rekomendasi

BABIl : PENDAHULUAN
Dasar Audit

Waktu Audit

Tujuan Audit
Sasaran Audit
Ruang Lingkup Audit

I S o

Informasi Auditi

a. Tujuan dan Sasaran Satuan Kerja
b. Alokasi Dana

c. Organisasi Pengelola Anggaran
d. Paket Sampling Terpilih

BAB Il : URAIAN TEMUAN DAN REKOMENDASI
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LAPORAN HASIL AUDIT
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NDATA LIMLIM

BAB I
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Ringkasan Hasil Audit

a. Abstrak
Pada Tahun Anggaran 20.... SNVT ...... Prov. ....... mendapat alokasi DIPA sebesar Rp....... -
dengan ... (....... ) paket kegiatan yang terdiri dari ... (......... ) paket kontrak konstruksi, ....
(TR ) paket kegiatan konsultansi, dan... (......... ) paket swakelola. Terhadap paket

tersebut dilakukan penilaian risiko. Paket dengan risiko tertingi diambil menjadi sampel untuk
diteliti lebih lanjut. Berdasarkan penilaian risiko yang telah dilaksanakan didapatkan .... (....... )
sampel paket konstruksi,..... (.....) sampel paket konsultansi dan... (......... ) paket swakelola yang
akan diuji dalam audit rinci. Pengujian kegiatan dilakukan terhadap 7 isu pokok audit kinerja
yaitu perencanaan, pelelangan, kontrak, status, manajemen pengendalian, kualitas, dan manfaat
sesuai dengan tujuan untuk masing — masing isu pokok.

. Informasi Naskah Hasil Audit

Dari hasil audit yang dilaksanakan terdapat temuan dalam ........................... (uraikan temuan
secara singkat yang terkait dengan 7 isu pokok). Hasil audit ini kemudian dituangkan ke dalam
Naskah Hasil Audit dengan jumlah temuan sebanyak ... (........... ) buah temuan (jika ada, uraikan
keborosan dan kebocoran). Setelah dilakukan pembahasan dan tanggapan bersama satuan
kerja, masih terdapat .... (........ ) buah temuan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit,
terdiridari ... (....) buah temuan yang memerlukan tindaklanjut.

2, Sistem Pengendalian Intern

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta

pertanggungjawaban kegiatan Satuan Kerja, pimpinan Satuan Kerja wajib menerapkan Sistem

Pengendalian Intern (SPI) sesuai Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008. Untuk memastikan

bahwa SPI tersebut sudah dirancang dan diimplementasikan dengan baik serta diperbaharui sesuai

dengan keadaan yang terus berubah harus dilakukan pemantauan secara terus menerus.
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Dalam audit ini, Tim Audit melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian di lingkungan Satker

.............. Provinsi ..........., penilaian keandalan SPM di lingkungan kerja terbatas pada pelaksanaan

kontrak yang menjadi sampel audit. Hasil evaluasi atas sistem pengendalian intern satuan kerja

setiap unsur adalah sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian
Hasil penilaian mandiri yang dilaksanakan pada satuan kerja pada lingkungan kerja sudah/belum
memadai (lihat formulir 10). Namun dari hasil audit terhadap satuan kerja, lingkungan
pengendalian satuan kerja sudah/belum memadai. Hal ini dapat terlihat dari (uraikan penyebab
temuan secara singkat yang berkaitan dengan lingkungan pengendalian)

b. Penilaian Risiko
Hasil penilaian mandiri yang dilaksanakan pada satuan kerja pada lingkungan kerja sudah/belum
memadai (lihat formulir 10). Namun dari hasil audit terhadap satuan kerja, penilaian risiko satuan
kerja sudah/belum memadai. Hal ini dapat terlihat dari (uraikan penyebab temuan secara singkat
yang berkaitan dengan penilaian risiko)

c. Kegiatan Pengendalian
Hasil penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh satuan kerja pada lingkungan kerja sudah/belum
memadai (lihat formulir 10). Namun dari hasil audit terhadap satuan kerja, kegiatan pengendalian
satuan kerja sudah/belum memadai. Hal ini dapat terlihat dari (uraikan penyebab temuan secara
singkat yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian)

d. Informasi dan Komunikasi
Hasil penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh satuan kerja pada lingkungan kerja sudah/belum
memadai (lihat formulir 10). Namun dari hasil audit terhadap satuan kerja, lingkungan
pengendalian satuan kerja sudah/belum memadai. Hal ini dapat terlihat dari (uraikan penyebab
temuan secara singkat yang berkaitan dengan Informasi dan Komunikasi)

e. Pemantauan
Hasil penilaian mandiri yang dilaksanakan pada satuan kerja pada lingkungan kerja sudah/belum
memadai (lihat formulir 10). Namun dari hasil audit terhadap satuan kerja, pemantauan satuan
kerja sudah/belum memadai. Hal ini dapat terlihat dari (uraikan penyebab temuan secara singkat
yang berkaitan dengan Pemantauan)
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3.Uraian temuan dan rekomendasi
a. Temuan yang memerlukan tindak lanjut.
1) Judul temuan.
Direkomendasikan kepada ................. :
a) Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan agar
b) Kepala Balai / Kepala Pusat agar ....

c) Kepala Satker agar ....
d) Menyampaikan bukti tindak lanjut kepada Inspektur Jenderal Kementerian PUPR
tembusan Inspektur ......

(rekomendasi disusun berjenjang, untuk temuan yang signifikan dan memerlukan
perhatian/tindak lanjut Pimpinan Unit Organisasi).

b. Tindak lanjut temuan hasil audit sebelumnya
Tindak lanjut temuan hasil audit sebelumnya dengan No. LHA ......... tanggal ......... sudah selesai
ditindaklanjuti dengan surat tuntas nomor atau masih terdapat ..... (oo ) temuan belum
tuntas dengan penjelasan atas belum tuntasnya rekomendasi sebagai berikut :
1) Judul Temuan
Rekomendasi ....
Penjelasan atas belum tuntasnya rekomendasi .....
2) dst
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BAB i
PENDAHULUAN

Dasar Audit

a. Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor :...... tanggal ...... tentang ........

b. Surat Tugas Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor :...... tanggal ..... untuk melakukan ...............

Waktu Audit

Waktu pelaksanaan kegiatan Program Kerja Audit Tahunan Tahap ..... Tahun Anggaran .....
dilaksanakan selama .... (.....) hari kalender/kerja, yang terdiri dari:

a. Persiapan selama .... (.....) hari kalender/kerja di ......

b. Pelaksanaan Audit Rinci selama .... (.....) hari kalender/kerja di ......

c. Pelaporan .... (.....) hari kalender/kerja di ......

Tujuan Audit
a. Melakukan penilaian penerapan SPIP pada satuan kerja yaitu :
1) Lingkungan Pengendalian
2) Penilaian resiko
3) Kegiatan pengendalian
4) Informasi dan Komunikasi, serta
5) Pemantauan Pengendalian intern

b. Melakukan pengujian dan penilaian atas :
1) Sumber daya manusia, material, peralatan dan keuangan dikaitkan dengan unsur tepat,
benar, efisien, dan ekonomis.
2) Kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Auditi.
3) Penyimpangan pelaksanaan kegiatan.

c. Memberikan saran dan rekomendasi perbaikan kinerja satuan kerja

Sasaran Audit
Terpenuhinya penilaian 3K (ketaatan, kelengkapan, dan kebenaran), 2E (ekonomi dan efisiensi)
dalam pelaksanaan kegiatan, dan 1E (efektivitas) serta dampak hasil pelaksanaan program.
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5. Ruang Lingkup Audit
Ruang lingkup pelaksanaan audit mengacu pada Permen PU No. 07/PRT/M/2008 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Menyeluruh di lingkungan Kementerian PU yang meliputi:
a. Audit Administrasi Umum
Ruang lingkup audit administrasi umum mencakup dokumen-dokumen/kegiatan sebagai
berikut:
1) Pengelolaan pelaksanaan tugas pokok
2) Dasar pelaksanaan kegiatan auditi
3) Penatausahaan kepegawaian
4) Penatausahaan perlengkapan dan peralatan (SIMAK BMN) yang mencakup
pemeliharaan dan penghapusan
b. Audit Administrasi Keuangan
Ruang lingkup audit administrasi keuangan mencakup :
Pemeriksaan Kas Bendahara
Pemeriksaan terhadap tanda bukti penerimaan dan bukti pengeluaran
Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan
c¢. Audit Kinerja
Ruang lingkup Audit kinerja mencakup:
1) Perencanaan
2) Pelelangan
3) Kontrak
4) Status Pelaksanaan
5) Manajemen Pengendalian
6) Kualitas
7) Manfaat
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Informasi Auditi
a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan :
1) Tujuan Kegiatan

..............................

b. Alokasi Dana

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran ...... SNVT ...
mengelola anggaran sebagai berikut:
Nomor/tanggal DIPA Pagu Rupiah Murni PHLN Ket.
Awal
Revisi |
Dst....

c. Organisasi Pengelola Anggaran
1) Pejabat inti satker
Berasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. .........
tanggal ........... tentang ......

Jabatan Nama NIP.

Kepala Satuan Kerja

Atasan Langsung Kasatker

Pejabat Penguji SPM

Bendaharawan
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2) Panitia/Tim/Personil
1) Kepanitiaan

a. POKJA ULP Jasa Konstruksi (fisik) TA

Berdasarkan Surat Keputusan

tentang ....

Jabatan

NIP.

Ketua

Sekretaris

Anggota 1

Dst....

b. POKJA ULP Jasa Konsultansi TA
Berdasarkan Surat Keputusan

tentang ....

Jabatan

NIP.

Ketua

Sekretaris

Anggota 1

Dst....

c. Pejabat Pengadaan TA
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala SNVT

tentang ....

Provinsi ....

No.

-----

Nama Pejabat

No. Pengadaan

Lingkup Tugas

1
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d. Kompetensi Sertifikat keahlian PBJ

No

Unit Jumlah (orang)

1

Satuan Kerja

2

PPKI

dst

e. Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak TA .......

Surat Keputusan Kepala SNVT ...... Provinsi .....No. .....tanggal......

Jabatan

Nama NIP.

Ketua

Sekretaris

Anggota 1

dst
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2) Personil
Sampai dengan saat ini SNVT ....... Prov. ...... mempekerjakan personil sebanyak ...

(......) orang dengan rincian sebagai berikut:

Tingkat SATKER
Pendidikan/ Unit INDUK PPK | PPK Il Dst.

SD
SLTP
SLTA

Teknik
Non Teknik
Teknik
Non Teknik
Teknik
Non Teknik
Teknik
Non Teknik

D3

S1

S2

S3

Total
PNS
NON PNS
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d. Paket Sampling Terpilih
Paket sampling terpilih dengan metode berbasiskan risiko dapat dilihat pada tabel di bawah
ini.
Tahun Anggaran .....

Nilai Prestasi (%)

PPK FTAR PAKET
NO I DA (Rp.)

Fisik Keuangan

I PPK .......

KONSULTANSI

SWAKELOLA

PENGADAAN BARANG
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RAHASIA

Halaman : lil/ ...

NO

URAIAN TEMUAN DAN REKOMENDASI

KODE

BAB Ill
URAIAN TEMUAN DAN REKOMENDASI

Temuan Yang Memerlukan Tindak Lanjut

Judul Temuan (jelas, mudah dipahami, terkait dengan rekomendasi)
Temuan ditulis mengikuti struktur:

- Kondisi

Gambaran kondisi kegiatan yang dilaksanakan Satuan Kerja

Hal-hal yang ditemui di lapangan

- Kriteria

Peraturan yang terkait temuan (Perpres, Permen, PMK, dll)
Spesifikasi Teknis dalam kontrak

Spesifikasi Umum

- Sebab

Penyebab terjadinya penyimpangan sesuai penilaian auditor.

- Akibat
Dampak yang terjadi karena adanya penyimpangan.

- Tanggapan Auditi
Pemahaman/ persetujuan/ ketidaksepakatan atas temuan.

- Pendapat Tim/Auditor
Penilaian Tim terhadap tanggapan Auditi.
(Tidak perlu ditanggapi ulang apabila auditi telah sepakat dengan temuan TIM)




KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL

LAPORAN HASIL AUDIT

RAHASIA

Halaman : lll/ ...

NO URAIAN TEMUAN DAN REKOMENDASI KODE
- Rekomendasi R. ........
Hal yang dapat menghilangkan penyebab dan/atau meminimalkan akibat.
Mohon diperhatikan cara penulisannya baik struktur, bahasa (dengan menggunakan
kalimat singkat dan jelas pada pokok masalahnya).
B | Tindak lanjut temuan hasil audit sebelumnya

Tindak lanjut temuan hasil audit sebelumnya dengan No. LHA ......... tanggal .........

sudah ditindaklanjuti/masih terdapat ..... (v ) temuan belum tuntas dengan
penjelasan rekomendasi sebagai berikut :

1. Judul Temuan ..
Rekomendasi

Penjelasan atas belum tuntasnya rekomendasi

2. Judul Temuan ..
Rekomendasi

Penjelasan atas belum tuntasnya rekomendasi




Formulir 18 c.

Format Kode Temuan

KODE TEMUAN, PENYEBAB, REKOMENDASIDAN TINDAK

TURUN TANGAN (T3)
A. KODE TEMUAN

KODE KETERANGAN

0100 Kasus yang merugikan negara

0110 Ketekoran kas.

0120 Uang/barang negar/badan usaha diambil untuk kepentingan pribadi

0130 Pengeluaran fiktif (pengeluaran tanpa imbalan barang atau jasa bagi
Negara/Badan Usaha)

0140 Harga pengadaan/pelaksanaan pekerjaan lebih tinggi dari yang
semestinya sehingga perlu ada pengembalian uang

0150 Tindakan lain pegawai yang menimbulkan kerugian Negara.

0160 Kelalaian pegawai yang menimbulkan kerugian Negara.

0200 Kewajiban penyetoran kepada negara

0210 Kewajiban Penyetoran Pajak.

0211 Pajak yang telah dipungut oleh Bendaharawan/Badan (sebagai Wapu)
tetapi belum disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan batas waktu yang
telah ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku.

0212 Pajak-pajak yang masih harus dipungut dan disetorkan ke Kas Negara
oleh Bendaharawan/Badan.

0213 Tunggakan angsuran pajak yang masih harus disetorkan ke Kas Negara.

0220 Denda atas kelambatan pekerjaan/pengadaan barang.

0221 Jumlah telah ditetapkan tetapi belum disetorkan ke Kas Negara.

0222 Jumlahnya masih harus ditetapkan dan disetorkan ke Kas Negara.

0230 Tuntutan ganti rugi kepada pegawai atau pihak ketiga yang masih harus
diselesaikan pembayarannya (belum dilunasi).

0240 Sisa UUDP ada akhir tahun anggaran yang tidak dipergunakan lagi dan

masih harus disetorkan ke Kas Negara.



0250

0260

0300

0310
0320
0330
0340
0350

0400

0410
0420

0500
0510
0520
0600
0610
0620
0700

0710
0720

0800

0810
0811
0812
0813
0814

Kewajiban penyetoran bukan pajak berupa tunggakan penyetoran
penerimaan bukan pajak/pungutan penerimaan lainnya yang menjadi hak
Negara/Daerah.

Kewajiban penyetoran lainnya seperti hasil penjualan barang, sewa alat-
alat besar, sewa rumah dinas dsb, yang masih harus disetorkan kepada
Negara/Daerah.

Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
Bidang teknis tertentu

Bidang kepegawaian

Bidang perlengkapan.

Pengelolaan Badan Usaha (BUMN/BUMD).

Lainnya

Pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan

Ketentuan-ketentuan intern organisasi auditi.

Ketentuan khusus berlaku bagi organisasi yang bersangkutan.
Penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan anggaran
Penyimpangan dari Keppres Pedoman Pelaksanaan APBN.
Penyimpangan dari Pedoman Pelaksanaan Anggaran lainnya.
Hambatan terhadap kelancaran proyek

Pelaksanaan pekerjaan proyek menyimpang dari jadwal.
Selesainya proyek menyimpang dari jadwal.

Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok

Penyimpangan dari jadwal waktu selesainya tugas.

Tidak diselenggarakannya dengan baik satu atau lebih tugas dan fungsi
satuan kerja.

Kelemahan administrasi (kelemahan tata usaha/akuntansi)

Kelemahan administrasi keuangan.

Kelemahan dalam pedoman atau sistem pencatatan.

Kelemahan dalam pelaksanaan pencatatan atau pelaksanaan PA1.
Bukti-bukti pencatatan tidak lengkap.

Pelaporan tidak ada, tidak sesuai standar, tidak dilaksanakan, atau
mengalami kelambatan.



0815

Penyimpangan dokumen keuangan menyulitkan pencarian kembali.

0820 Kelemahan administrasi non keuangan.

0821 Kelemahan dalam pedoman atau sistem pencatatan.

0822 Kelemahan dalam pelaksanaan pencatatan.

0823 Bukti-bukti pencatatan tidak lengkap.

0824 Pelaporan tidak dilaksanakan, tidak ada atau mengalami kelambatan.

0825 Penyimpangan dokumen non keuangan menyulitkan pencarian kembali.

0900 Ketidaklancaran pelayanan kepada masyarakat

0910 Ketidak lancaran dalam menerbitkan perijinan kepada masyarakat/instansi
oleh instansi yang berwenang pada Departemen/Pemerintah Daerah
seperti ljin Usaha, ljin Pemakaian Tempat, ljin Menggunakan Peralatan dll.

0920 Ketidaklancaran aparatur pemerintah/BUMN/BUMD dalam memberikan
pelayanan sebagai tugas pokoknya kepada masyarakat.

1000 Temuan pemeriksaan di program lainnya

1010 Hambatan kelancaran Program Pembangunan.

1020 Pelaksanaan tugas belum efisien.

1030 Pelaksanaan pengadaan sumber daya belum hemat.

1040 Pencapaian tujuan belum efektif.

1050 Produktivitas masih rendah.

1060 Temuan lainnya tak terprogram.

KODE PENYEBAB

10000 KELEMAHAN PENGAWASAN MELEKAT

10100 Kelemahan dalam organisasi

10101 Pembagian wewenang dalam organisasi belum cukup jauh sehingga masih
terdapat transaksi atau kegiatan organisasi yang seluruh tahapnya
dikuasai oleh satu orang.

10102 Pembagian wewenang dalam organisasi belum cukup jelas sehingga ada
kegiatan atau kejadian dalam organisasi yang tidak jelas penanggung
jawabnya.

10103 Dalam organisasi tidak ada pembagian wewenang dan tugas.

10104 Kelemahan lain organisasi.



10200

10201
10202

10203
10204
10205

10300
10301

10302

10303
10304
10305

10306
10307
10308
10309

10400
10401

10402

10403
10404

10405
10406

10407
10408
10409

Kelemahan dalam kebijakan

Kebijakan yang berlaku tidak jelas bagi para pegawai.

Kebijakan yang berlaku tidak dapat menjadi pedoman yang pasti bagi para
bawahan.

Kebijakan yang berlaku tidak diketahui oleh pegawai yang bersangkutan.
Tidak ada kebijakan yang digariskan.

Kelemahan lain kebijakan.
Kelemahan dalam rencana

Rencana kerja yang disusun tidak cukup luas sehingga belum mencakup
seluruh kegiatan yang perlu dilaksanakan.

Hubungan kerja diantara kegiatan-kegiatan yang direncanakan tidak jelas
dirumuskan sehingga tidak ada koordinasi diantara kegiatan-kegiatan itu.

Sasaran yang akan dicapai tidak cukup jelas dirumuskan.
Sasaran yang akan dicapai tidak cukup dikuantifikasikan.

Tidak dibuat anggaran yang merupakan kuantifikasi moneter rencana
kegiatan dan sasaran yang akan dicapai.

Tidak ada rencana kegiatan.
Rencana kegiatan tidak cukup realistis.
Anggaran tidak cukup realistis.

Kelemahan lain rencana.
Kelemahan dalam prosedur

Prosedur yang ada tidak konsisten dengan kebijakan yang periu
dilaksanakan.

Prosedur yang berlaku disalahtafsickan oleh pegawai sehingga
menyimpang dari tujuannya.

Prosedur yang berlaku tidak dimengerti sehingga tidak dilaksanakan.

Prosedur yang berlaku terlalu mahal dibandingkan dengan nilai sesuatu
yang harus dijaga sehingga tidak dilaksanakan.

Prosedur yang berlaku kurang terinci.

Prosedur yang berlaku tidak dapat menjadi pegangan bawahan karena
tidak tertulis.

Prosedur yang berlaku tidak diketahui oleh pegawai yang bersangkutan.
Tidak ada prosedur yang diperlukan.

Kelemahan lain prosedur.



10500
10501

10502

10503

10504
10505
10506
10507
10508
10509
10510

10600
10601

10602

10603
10604

10700
10701

10702

10703
20000

20100
20101

20102

Kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan

Pencatatan tidak diselenggarakan secara cermat sehingga kehilangan
keandalannya.

Pencatatan tidak dimutakhirkan sehingga kehilangan peranannya sebagai
alat pengawasan/pengendalian.

Pencatatan tidak memenuhi kebutuhan informasi untuk pengambilan
keputusan sehari-hari.

Tidak diselenggarakan pencatatan yang perlu.
Pelaporan tidak tepat waktu.

Pelaporan tidak disusun dengan cermat.

Pelaporan tidak disusun memenuhi kebutuhan pimpinan.
Pelaporan disusun dengan biaya mahal.

Pelaporan yang diperlukan tidak ada.

Kelemahan lain pencatatan atau pelaporan.
Kelemahan dalam pembinaan personil

Pegawai kurang mendapatkan supervisi (pengawasan) yang diperlukan
(termasuk tidak dilakukan pemeriksaan kas bendaharawan oleh atasan
langsung dan pemeriksaan fisik atas inventaris).

Supervisor tidak menyadari siapa yang harus diawasi dan apa yang harus
diawasi.

Kemampuan pegawai tidak sesuai dengan tugas yang harus dilaksanakan.

Kelemahan lain pembinaan personil.
Kelemahan dalam pengawasan intern (internal review)

Tidak ada satuan kerja atau pejabat yang diberi tanggung jawab untuk
mengecek jalannya sistem dan prosedur yang ditetapkan.

Satuan kerja atau pejabat yang diberi tanggung jawab menguiji jalannya
sistem dan prosedur tidak berfungsi dengan baik.

Kelemahan lain pengkajian intern.

PENYEBAB LAIN DI LUAR KELEMAHAN PENGAWASAN MELEKAT

Penyebab ekstern hambatan kelancaran proyek

Pekerjaan persiapan proyek dan perumusan proyek kurang mantap
(survey dan disain tidak mantap).

DIPA terlambat diterima proyek.



20103

20104
20105

20106
20107

20108

20109

20110
20200

20201
20202

20203

20204

20205

20206
20300

20301
20302

20303
20304

20305

20306

Revisi DIPA yang diajukan pemimpin proyek penyelesaiannya menjadi
berlarut-larut.

Tanah yang diperlukan proyek penyelesaiannya menjadi berlarut-larut.

Tidak dapat diperoleh tanah yang diperlukan proyek karena dana tidak
mencukupi atau tidak tersedia.

Penetapan rekanan menjadi berlarut-larut.

Perijinan atau persetujuan untuk memulai suatu kegiatan proyek menjadi
berlarut-larut.

Sarana komunikasi dan/atau telekomunikasi tidak mendukung kelancaran
proyek.

Rekanan yang ditetapkan tidak mampu menyelesaikan tanggung
jawabnya.

Penyebab ekstern lainnya.
Penyebab ekstern hambatan kelancaran tugas pokok instansi

Instansi lain yang terkait kurang responsif.

Sarana komunikasi dan/atau telekomunikasi tidak mendukung kelancaran
tugas instansi.

Revisi DIPA yang diajukan pimpinan instansi penyelesaiannya berlarut-
larut.

Rekanan yang telah ditetapkan tidak mampu menyelesaikan tanggung
jawabnya. '

Perijinan atau persetujuan untuk memulai suatu kegiatan instansi menjadi
berlarut-larut.

Penyebab ekstern lainnya.

Penyebab ketidaklancaran pelayanan aparatur
pemerintahan/BUMN/BUMD kepada masyarakat

Prosedur yang ditetapkan belum sederhana.

Masyarakat buta terhadap persyaratan yang perlu dipenuhi dan prosedur
yang harus ditempuh.

Tidak ada batas waktu maksimum penyelesaian pelayanan.

Prosedur yang ditetapkan cukup banyak titik pertemuan pegawai dengan
masyarakat sehingga membuka peluang pungutan.

Persyaratan yang ditetapkan berlebihan sehingga menyulitkan pemohon
pelayanan.

Tidak ada koordinasi antar instansi sehingga tidak jelas siapa yang
berwenang mengambil keputusan.



20307

KODE REKOMENDASI

100001 Rekomendasi bersifat finansial

100101 Penyetoran kembali uang ke Kas Negara.

100201 Penyetoran ke Kas Negara sisa UUDP, pajak dan non pajak yang belum
disetor.

100301 Penagihan dari pihak ketiga hak Negara berupa pajak dan non pajak dan
penyetorannya ke Kas Negara.

100401 Penyetoran kembali uang ke Kas Daerah.

100501 Penyetoran ke Kas Daerah sisa UUDP, pajak daerah dan non pajak
daerah

100601 Penagihan dari pihak ketiga hak Daerah berupa pajak daerah dan non
pajak daerah dan penyetorannya ke Kas Daerah.

100701 Penyetoran kembali uang ke Kas BUMN/BUMD.

100801 Penagihan dari pihak ketiga hak BUMN/BUMD dan pelunasannya oleh
pihak ketiga.

100801 Pengenaan denda dan penyetoran denda ke Kas Negara/Kas Daerah/Kas
BUMN/Kas BUMD.

101001 Tuntutan ganti rugi terhadap pegawai dan penyetoran ganti rugi ke Kas
Negara/Kas Daerah.

101101 Tuntutan ganti rugi terhadap pihak ketiga dan penyetoran ganti rugi ke Kas -
Negara/Kas Daerah.

101201 Tuntutan ganti rugi terhadap pegawai BUMN/BUMD dan penyetoran ganti
rugi ke Kas BUMN/BUMD.

101301 Tuntutan perbendaharaan terhadap Bendaharawan Pusat dan penyetoran
ganti rugi ke Kas Negara.

101401 Tuntutan perbendaharaan terhadap Bendaharawan Daerah dan
penyetoran ganti rugi ke Kas Daerah.

101501 Tuntutan perbendaharaan terhadap pegawai penyimpan uang atau barang
BUMN/BUMD dan penyetoran ganti rugi ke Kas BUMN/BUMD.

101601 Penagihan dari pegawai hak/tagihan negara dan penyetorannya ke Kas
Negara/Daerah.

101701 Penagihan dari pegawai BUMN/BUMD hak atau tagihan BUMN/BUMD dan

Penyebab lain ketidaklancaran pelayanan.

penyetorannya ke Kas BUMN/BUMD.



101801

101901
102001

200001

200101
200201
200301

300001

300101
300201
300301
300401
300501

400001

400101
400201
400301

500001
500101

500201

500301

500401
600001

600101
600201
600301

Pembatalan pengeluaran yang tidak sesuai dengan mata anggarannya dan
penyetorannya ke Kas Negara/Kas Daerah.

Pembatalan pengeluaran yang melampaui anggarannya.

Rekomendasi lainnya yang bersifat finansial.
Rekomendasi bersifat dapat dinilai dengan uang

Pengembalian barang milik Negara.
Penyerahan barang/jasa sebagai realisasi kontrak kepada Negara.

Rekomendasi lain bersifat dapat dinilai dengan uang.
Rekomendasi bersifat hukuman

Pelaksanaan hukuman disiplin berdasarkan PP 53 Th. 2010 .
Pelaksanaan hukuman disiplin berdasarkan peraturan lainnya.
Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung.
Penyerahan kasus tindak pidana umum kepada Kepolisian Negara.

Rekomendasi lain bersifat hukuman.
Rekomendasi bersifat keputusan arbitrase

Penyerahan kasus perdata kepada Pengadilan Negeri.
Penyerahan kasus perselisihan kepada badan arbitrase.

Rekomendasi lain bersifat perlunya ada arbitrase.
Rekomendasi bersifat penegakan aturan

Memperbaiki segera kegiatan atau keadaan agar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Memperbaiki segera kegiatan atau keadaan agar sesuai dengan prosedur
atau tata kerja yang berlaku bagi organisasi termasuk prinsip akuntansi
yang lazim.

Membatalkan keputusan atau pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan atau prosedur dan tata kerja yang
berlaku.

Rekomendasi lain bersifat penegakan aturan.
Rekomendasi bersifat peningkatan kehematan

Penyempurnaan organisasi pengadaan sumber daya.
Penyempurnaan kebijakan pengadaan sumber daya.

Penyempurnaan prosedur pelaksanaan pengadaan sumber daya.



600401

600501

600601

600701
600801
600801

601001

601101

601201

700001
700101

700201

700301

700401

Penyempurnaan rencana yang sudah ada mengenai pengadaan sumber
daya.

Penyempurnaan sistem pencatatan dan  pelaporan dalam rangka
meningkatkan efektivitas pemantauan atas untuk pengarahan dan tindakan
korektif terhadap penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan
sumber daya.

Peningkatan mutu personal dan personal kunci yang terlibat dalam proses
pengadaan sumber daya.

Penyempurnaan proses perumusan kebijakan pengadaan sumber daya.
Penyempurnaan proses perencanaan pengadaan sumber daya.

Penyempurnaan sistem informasi pasar dalam rangka pengawasan
sumber daya.

Penyempurnaan proses pengarahan dan tindakan korektif oleh atasan
terhadap penyimpangan.

Penyempurnaan sistem evaluasi atasan terhadap proses dan hasil
pengadaan sumber daya.

Penyempurnaan lain dalam proses pengadaan sumber daya agar tercapai
tujuan mendapatkan sumber daya dengan biaya yang terendah tanpa
menurunkan pemenuhan fungsi dan kualifikasi minimum sumber daya
sebagai masukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan
efektif.

Rekomendasi bersifat peningkatan efisiensi/produktifitas

Penyempurnaan standar masukan/keluaran atau masukan/keluaran
bagian/bidang tertentu (pusat-pusat tanggung jawab).

Penyempurnaan pemantauan atasan terhadap penyimpangan pusat
tanggung jawab dari standar dalam rangka meningkatkan efektivitas
pengarahan atasan dan/atau tindakan korektif atasan terhadap
penyimpangan dari standar tersebut.

Penyempurnaan unsur-unsur sistem pengendalian (sarana waskat) dalam
rangka meningkatkan efektivitas pengendalian terhadap efisiensi
penggunaan sumber daya dan tata kerja (dibandingkan tata kerja lainnya
yang mungkin) dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Penyempurnaan pelaksanaan pemantauan oleh atasan terhadap
penggunaan sumber daya dan tata kerja untuk menghasilkan keluaran
dalam rangka meningkatkan efektivitas pengarahan dan/atau tindakan
korektif atasan terhadap keadaan yang menurunkan efisiensi organisasi
(dibandingkan tata kerja lain yang mungkin) dalam mencapai tujuan
organisasi secara efektif.



700501

700601

800001

800101
800201

800301
800401

800501

800601

800701

800801

800901

801001

801101

801201

Penyempurnaan sistem evaluasi atasan terhadap efisiensi operasional
pusat-pusat tanggung jawab dan efisiensi tata kerja organisasi
(dibandingkan tata kerja lain yang mungkin) dalam mencapai tujuan
organisasi secara efektif.

Penyempurnaan lain penggunaan sumber daya, hasil yang diperoleh dan
tata kerja dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya
dan tata kerja menghasilkan keluaran dalam mencapai tujuan antara
atautujuan organisasi secara efektif.

Rekomendasi bersifat peningkatan efektivitas

Penyempurnaan kuantifikasi keluaran organisasi.

Penyempurnaan kuantifikasi tujuan yang ingin dicapai organisasi atau
indikator keberhasilan organisasi.

Penyempurnaan kejelasan tujuan organisasi.

Penyempurnaan strategi manajemen (kebijakan dan program pokok)
dalam mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.

Penyempurnaan alokasi sumber daya untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

Penyempurnaan unsur-unsur sistem pengendalian (sarana waskat) dalam
rangka meningkatkan pengendalian atasan terhadap efisiensi dan
efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

Penyempurnaan pelaksanaan pemantauan oleh atasan terhadap
penggunaan sumber daya dan kegiatanmencapai tujuan dalam rangka
meningkatkan efektivitas pengarahan dan/atau tindakan korektif atasan
terhadap penyempurnaan yang akan menghambat/menghalangi
pencapaian tujuan organisasi secara efisien dan efektif (keluaran
organisasi tidak mendukung pencapaian tujuan organisasi).

Penyempurnaan sistem penilaian atasan terhadap penggunaan sumber
daya dan tata kerja mencapai tujuan dan terhadap tujuan yang dapat
dicapai untuk bahan masukan bagi pelaksana siklus pengelolaan
berikutnya.

Penyempurnaan lain terhadap alokasi sumber daya, susunan sumber daya
dan kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi
secara efisien dan efektif.

Penyederhanaan kerja (work simplication) di bidang pelayanan perijinan
dan rekomendasi instansi untuk penerbitan perijinan.

Penyederhanaan kerja (work simplication) di bidang pelaksanaan
pelayanan sebagai tugas pokok instansi BUMN/BUMD.

Penyederhanaan perijinan/pelayanan kepada masyarakat.



801301 Penyempurnaan koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan pelayanan
kepada masyarakat.

KODE TINDAK TURUN TANGAN (T3)

10001 Pelaksanaan tindak lanjut berupa pemasukan/penyetoran uang

10101 Penyetoran uang untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi/tuntutan
perbendaharaan yang telah ditetapkan.

10201 Penyetoran uang untuk melunasi kewajiban membayar pajak dan non
pajak.

10301 Penyetoran uang untuk menyelesaikan denda yang ditetapkan.
10401 Penyetoran uang untuk menyelesaikan tagihan lainnya.

10501 Pemasukan/penyetoran uang lainnya.
20001 Pelaksanaan tindak lanjut berupa penyerahan barang/jasa

20101 Penyerahan barang/jasa yang kurang diserahkan menurut kontrak.
20201 Penyerahan kembali barang yang lebih diterima.

20301 Penyerahan barang/jasa lainnya.
30001 Pelaksanaan tindak lanjut sedang dalam proses

30101 Keputusan tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan.

30201 Keputusan denda.

30301 Pembayaran sebagian tuntutan ganti rugituntutan perbendaharaan.
30401 Pembayaran sebagian denda.

30501 Pelaksanaan sebagian tindak lanjut lainnya berupa penyetoran sebagian
uang, barang ataupun jasa yang ditetapkan.

30601 Pelaksanaan tindak lanjut penyempurnaan kelembagaan yang masih
memerlukan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

30701 Pelaksanaan tindak lanjut penyempurnaan ketatalaksanaan dan
kepegawaian yang tahap-tahapnya belum selesai.

30801 Penyerahan kasus kepada badan arbitrase.

30901 Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung.
31001 Penyerahan kasus tindak pidana penggelapan kepada Kepolisian.

31101 Penyerahan kasus tindak pidana pemalsuan dokumen kepada Kepolisian.
31201 Penyerahan kasus tindak perdata kepada Pengadilan Negeri.

31301 Penyerahan kasus perdata kepada Pengadilan Negeri.



31401
40001

40101
40201
40301
40401

50001

50101
50201
50301
50401

60001

60101
60201

60301

60401

70001
70101

70201
70301

70401
80001
80101

80201
80301

Pelaksanaan tindak lanjut belum final lainnya.
Pelaksanaan tindak lanjut berupa keputusan pengadilan/arbitrase

Keputusan pengadilan pidana korupsi.
Keputusan pengadilan pidana umum.
Keputusan pengadilan perdata.

Keputusan badan arbitrase.

Pelaksanaan tindak lanjut berupa tindakan administrasif atau
hukuman disiplin pegawai

Hukuman disiplin ringan berdasarkan PP 53 Th. 2010 .
Hukuman disiplin sedang dan berat berdasarkan PP 53 Th. 2010 .
Hukuman disiplin berdasarkan peraturan lainnya.

Hukuman administratif lainnya.
Pelaksanaan tindak lanjut berupa penyempurnaan kelembagaan

Penyempurnaan pokok-pokok organisasi (struktur, tugas, dan fungsi).

Penyempurnaan hubungan organisasi dengan organisasi lain berupa
penyempurnaan hubungan konsulitatif.

Penyempurnaan hubungan organisasi dengan organisasi lain berupa
desentralisasi, dekonsentrasi atau tugas pembantuan.

Penyempurnaan lain pokok-pokok organisasi atau hubungan organisasi
dengan organisasi lain.

Pelaksanaan tindak lanjut berupa penyempurnaan ketatalaksanaan

Penyempurnaan unsur-unsur pengendalian (saran waskat) untuk
meningkatkan Pengendalian kehematan.

Efisiensi, efektivitas dan ketaatan.

Penyempurnaan tatalaksana berupa penyederhanaan tata kerja untuk
meningkatkan efisiensi kerja.

Penyempurnaan lain tata laksana.
Pelaksanaan tindak lanjut berupa penyempurnaan kepegawaian

Penyempurnaan penetapan formasi pegawai dan perencanaan pegawai
pada umumnya.

Penyempurnaan persyaratan penerimaan pegawai.

Penyempurnaan seleksi pegawai dan cara pengadaan pegawai pada
umumnya.



80401

80501

80601
80701

Penyempurnaan pembinaan karir pegawai (penempatan pertama, tour of
duty, tour of area, kenaikan pangkat, penghargaan, eselonisasi, jabatan
fungsional, pengangkatan pada jabatan dsb).

Penyempurnaan kesejahteraan pegawai (pelayanan kesehatan, pelayanan
hak pegawai, pensiun).

Penyempurnaan sistem informasi kepegawaian.

Penyempurnaan lain kepegawaian.

INSPEKTUR JENDERAL,

DR. RILDO ANANDA ANWAR, S.H., M.H.
NIP. 195804171984031002



80401 Penyempurnaan pembinaan karir pegawai (penempatan pertama, tour of
duty, tour of area, kenaikan pangkat, penghargaan, eselonisasi, jabatan
fungsional, pengangkatan pada jabatan dsb).

80501 Penyempurnaan kesejahteraan pegawai (pelayanan kesehatan, pelayanan
hak pegawai, pensiun).

80601 Penyempurnaan sistem informasi kepegawaian.

80701 Penyempurnaan lain kepegawaian.
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